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“Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi . Saat itu, kami tidak
memiliki kekayaan apa pun, maka Rasulullah % bersabda kepada kami, "Wahai
sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang sudah sanggup untuk menikah, maka
hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan
juga lebih bisa menjaga kemaluan (syahwat). Namun, siapa yang belum mampu,
hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya." (HR. Bukhari:
4678)!
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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan
Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.
Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang
didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan
0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa

Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat

pada tabel berikut:

Arab Indonesia Arab Indonesia Arab Indonesia

\ B z S q
- b o S & k
< t s sh J I
& th ua S a m

z J o= d U n

z h b t 3 w

¢ kh L z s h

2 d & ¢ 3

A dh g gh ¢ y
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B! r o f

Hamzah (<) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun. Jika hamzah ( + ) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda
O)-

C. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal

dan monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Fathah A A
! Kasrah I I
i Dammah U U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
! Fathah dan ya Ali Adan |
3 Fathah dan wau lu A dan U

Contoh: <X ; kaifa, d3» : haula.
D. Maddah (Vokal Panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:



Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
/b Fath}ah dan alif atau ya a> a dan garis di atas
P Kasrah dan ya > i dan garis di atas
e D{ammah dan wa u> u dan garis di atas
Contoh:
&l ma>ta
<0 : rama>
Jé: gi>la

&3as yamu>tu
E. Ta’ Marbuthah (3)

Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbu>tah yang hidup
atau mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d{ammah, transliterasinya adalah (t).
Sedangkan ta marbitah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta
marbitah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

JakY) dzas)y  raud}ah al-atfa>|

Aladll A5l - al-madi>nah al-fa>d}i>lah

RN - al-h}ikmah



F. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid ( ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

5 : rabbana>
ad : najjaina>
Gall - al-h}aqq
£ - al-h}aij
Az s nu’’ima
S ‘aduwwu

Jika huruf < ber- tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
berharakat kasrah ( . ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (7). Contoh:

e : Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

0= . ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J! (alif lam
ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun gamariah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis
mendatar (-). Contoh:

Gl  al-syamsu (bukan asy-syamsu)

313 :al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

Xi



FERE]  al-falsafah

a3 - al-biladu
H. Hamzah

Huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di
tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak

dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

<o saln )

O3k : ta’ ’muru>na
23 s al-nau’

8 (s : syai’un

Lo ;

Syl : umirtu

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'an), sunnah, hadis, khusus
dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks
Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi> ila>l al-Qur’a>n

Al-Sunnah gabl al-Tadwi>n

Al-’Iba>ra>t Fi> 'Umu>m al-Lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab

xii



J. Lafz} Al-Jala>lah (44)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah. Contoh:

A o - di>nulla>h

Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al jala>lah,
ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

d3235 iz hum fi> rahmatilla>h
K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului
oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal
kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-
). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam
catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>|

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallazi> bi Bakkata muba>rakan

Syahru Ramad}a>n al-lazi> unzila fih al-Qur'a>n

xiii



Nas}i>r al-Di>n al-Tu>s
Abu> Nas}r al-Fara>bi>
Al-Gaza>li>

Al-Mungiz min al-Dala>l
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ABSTRAK

Muhammad Daffa Nurramadhan Munir, 220201110026, 2026. Pandangan Hakim
Pengadilan Agama Mojokerto Terhadap Implementasi Kaidah Dar’ul
Mafasid Mugqaddamun ‘Ala Jalbil Mashalih Dalam Perkara Dispensasi
Kawin. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ali
Kadarisman, M.HI

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Dar’'ul Mafasid Muqgaddamun ‘Ala Jalbil
Mashalih, Perlindungan Anak.

Perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal 19 tahun bertujuan menjamin
kematangan calon mempelai serta mencegah dampak negatif perkawinan usia dini.
Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih tingginya permohonan dispensasi
kawin. Data Pengadilan Agama Mojokerto tahun 2021-2024 menunjukkan
penurunan jumlah perkara dari 563 menjadi 337 perkara, tetapi angka tersebut tetap
signifikan dan disertai adanya perkara dicabut maupun belum diputus. Selain itu,
pada triwulan 111 tahun 2025 tercatat 180 perkara dispensasi kawin, dengan 144
perkara dikabulkan dan 36 perkara ditolak. Tingginya angka pengabulan tersebut
menunjukkan kecenderungan hakim menggunakan kaidah fikih dar’ul mafasid
muqaddam ‘ala jalbil mashalih yang mengutamakan pencegahan kemudaratan.
Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai orientasi pertimbangan hakim,
khususnya terkait keseimbangan antara kemaslahatan jangka pendek dan jangka
panjang dalam pemberian dispensasi kawin.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis
pandangan hakim dalam mengimplementasikan kaidah tersebut pada perkara
dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto, serta faktor-faktor yang
memengaruhi penggunaan atau tidak digunakannya kaidah tersebut sebagai dasar
pertimbangan hukum pada perkara dispensasi kawin. Penelitian ini adalah
penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data terdiri
dari sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data berupa wawancara
dengan hakim Pengadilan Agama Mojokerto dan didukung oleh dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Kaidah dar’'ul mafasid
muqaddamun ‘ala jalbil mashalih tidak selalu dicantumkan secara eksplisit dalam
pertimbangan putusan, tetapi nilai yang terkandung di dalamnya tetap tercermin
dalam cara hakim menilai perkara. Hakim cenderung memprioritaskan pencegahan
kemudaratan, terutama untuk melindungi anak dari risiko sosial, psikologis, dan
hukum yang lebih besar. Penerapan kaidah ini lebih terlihat sebagai keselarasan
antara nilai-nilai fikih dan kerangka hukum positif. 2) Penggunaan kaidah tersebut
juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti aspek yuridis, pertimbangan
sosiologis, serta penilaian profesional hakim terhadap potensi risiko dari suatu
putusan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik dispensasi kawin di Pengadilan
Agama Mojokerto mencerminkan upaya mengintegrasikan hukum Islam, hukum
nasional, dan prinsip perlindungan anak demi mencapai keadilan substantif.

XVii



ABSTRACT

Muhammad Daffa Nurramadhan Munir, 220201110026, 2026. The Judge's View
of the Mojokerto Religious Court on the Implementation of the Dar'ul
Mafasid Mugaddamun ‘ala Jalbil Mashalih Rule in the Marriage
Dispensation Case. Undergraduate Thesis, Department of Islamic Family
Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim
Malang. Advisor: Ali Kadarisman, M.HI

Keywords: Marriage Dispensation, Dar'ul Mafasid Mugaddamun 'ala Jalbil
Mashalih, Child Protection.

The change in the age limit for marriage through Law Number 16 of 2019
which sets the minimum age of 19 years aims to ensure the maturity of the
prospective bride and groom and prevent the negative impact of early marriage.
However, practice in the field shows that there is still a high number of applications
for marriage dispensation. Data from the Mojokerto Religious Court in 2021-2024
shows a decrease in the number of cases from 563 to 337 cases, but this figure
remains significant and is accompanied by cases that have been withdrawn or have
not been decided. In addition, in the third quarter of 2025, there were 180 cases of
marriage dispensation, with 144 cases granted and 36 cases rejected. The high
number of convictions shows the tendency of judges to use the rules of figh dar'ul
mafasid mugaddam 'ala jalbil mashalih which prioritizes the prevention of harm.
This condition raises questions about the orientation of judges' considerations,
especially related to the balance between short-term and long-term benefits in
granting marriage dispensation.

This study aims to describe and analyze the views of judges in implementing
the rule in the marriage dispensation case at the Mojokerto Religious Court, as well
as the factors that affect the use or non-use of the rule as the basis for legal
considerations in marriage dispensation cases. This research uses a type of
empirical research with a qualitative approach, the data source consists of primary
and secondary data sources, data collection techniques in the form of interviews
with judges of the Mojokerto Religious Court and supported by documentation.

The results of the study show that: 1) The rules of dar'ul mafasid
mugaddamun ‘ala jalbil mashalih are not always explicitly included in the
consideration of the verdict, but the value contained in it is still reflected in the way
the judge assesses the case. Judges tend to prioritize harm prevention, especially to
protect children from greater social, psychological, and legal risks. The application
of this rule is more seen as an alignment between figh values and a positive legal
framework. 2) The use of these rules is also influenced by several factors, such as
juridical aspects, sociological considerations, and the judge's professional
assessment of the potential risks of a decision. This shows that the practice of
marriage dispensation in the Mojokerto Religious Court reflects efforts to integrate
Islamic law, national law, and child protection principles in order to achieve
substantive justice.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Keluarga merupakan satuan sosial paling sederhana yang berada di
masyarakat. Keluarga juga dapat dimaknai sebagai sekelompok yang terdiri dari
satu individu dengan individu yang lain yang memiliki identitas atau ikatan yang
timbul karena adanya proses hukum yang disebut perkawinan.? Perkawinan adalah
aspek penting dalam kehidupan manusia yang berfungsi sebagai persatuan formal
antara pasangan yang didasarkan pada kasih sayang dan komitmen bersama serta
melibatkan pertukaran dan penerimaan cinta dan membantu pasangan untuk
memenuhi kebutuhan satu sama lain.® Dalam Islam, perkawinan dipahami sebagai
akad yang kuat (mitsagan ghalizhan) antara laki-laki dan perempuan untuk
membentuk kehidupan rumah tangga yang sah, harmonis, dan berkelanjutan.
Tujuan utama dari perkawinan tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan biologis,
tetapi juga untuk mewujudkan ketenteraman, cinta kasih, dan kasih sayang
sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.

Kodrat manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan
untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Untuk menjaga kehormatan dan
martabat manusia, maka Allah SWT memberikan jalan yang terhormat berdasarkan

kesukarelaan dengan adanya perkawinan untuk membina sebuah keluarga. Hidup

2 Qadriani Arifuddin, dkk. Pengantar llmu Figh (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023),
121

3 Winchary Grace Meilani Purba dan Ratriana Yuliastuti Endang Kusumiati, “Kematangan Emosi
sebagai Prediktor Kesiapan Menikah pada Wanita Dewasa Awal dari Kelompok Etnis Batak”,
Jurnal Bimbingan dan Konselinng Terapan, No. 2 (2024): 158
https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/bkt/article/view/17889/9786
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bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi
persyaratan inilah yang disebut dengan perkawinan.* Sebagai sebuah peristiwa
hukum, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai urusan privat antara dua
individu saja melainkan juga melibatkan peran negara dalam menjamin ketertiban,
kepastian hukum, serta perlindungan atas hak-hak para pihak yang terlibat. Oleh
karena itu, negara melalui perangkat hukumnya mengatur secara rinci mengenai
tata cara, syarat, dan prosedur pelaksanaan perkawinan. Pengaturan tersebut
bertujuan supaya perkawinan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga diakui
secara hukum dan memiliki kekuatan hukum yang jelas.

Dalam konteks masyarakat muslim, Kantor Urusan Agama yang
selanjutnya disingkat KUA adalah UPT pada kementerian di bidang layanan
bimbingan masyarakat Islam. Narasi tersebut sesuai dengan pasal 1 ayat 6 Peraturan
Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Urusan Agama yang berbunyi “Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat
KUA adalah UPT pada kementerian di bidang layanan bimbingan masyarakat
Islam”.> KUA merupakan unit pelaksana teknis di bawah naungan Kementerian
Agama yang memiliki kewenangan untuk mencatat perkawinan, memberikan
pelayanan bimbingan perkawinan, serta memastikan bahwa setiap perkawinan yang
dilangsungkan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana

tertuang dalam pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang

4 Akhmad Shodikin, “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia
Perkawinan”, Mahkamah, no. 9 (2015): 115
https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/423/372

> Pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Urusan Agama
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Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.® Dengan demikian, keberadaan
KUA tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga berfungsi sebagai
instrumen negara dalam menjaga ketertiban hukum perkawinan di tengah
masyarakat.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, KUA berkewajiban untuk memastikan
bahwa seluruh syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi sebelum
dilangsungkannya suatu perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut meliputi
adanya calon suami dan istri, adanya wali nikah, dua orang saksi, serta ada ijab dan
kabul yang sah. Selain itu, hukum positif Indonesia juga mengatur berbagai syarat
administratif yang harus dipenuhi oleh calon mempelai seperti kelengkapan
identitas, status perkawinan, serta adanya persetujuan dari pihak-pihak terkait.

Salah satu syarat perkawinan yang mendapat perhatian serius dari negara
adalah syarat mengenai batas usia perkawinan bagi calon suami atau calon isteri.
Pengaturan batas usia perkawinan dimaksudkan untuk menjamin kesiapan mental,
fisik, dan psikologis calon mempelai supaya tujuan perkawinan dapat tercapai
secara optimal. Negara memandang bahwa perkawinan yang dilakukan pada usia
yang belum matang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, baik dalam
aspek kesehatan reproduksi, psikologis, sosial, maupun keberlangsungan rumah
tangga itu sendiri.

Ketentuan mengenai batas usia perkawinan sudah diatur secara tegas dalam

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

6 Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Urusan Agama



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membaharui pasal 7 tentang batas
usia, menjelaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita
sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.” Batas usia tersebut dinilai telah
matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat
mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan
mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Ketentuan ini juga menunjukkan
adanya perubahan paradigma hukum yang menempatkan laki-laki dan perempuan
pada posisi yang setara dalam hal batas usia perkawinan, sekaligus sebagai upaya
negara untuk menekan praktik perkawinan usia anak.

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan dibawah umur merupakan
perkawinan yang terjadi oleh seseorang yang belum mencapai umur seperti yang
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada
pasal 7 ayat 1 sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 16
tahun 2019. Adanya pembatasan minimal umur seseorang dapat melakukan
perkawinan, karena negara dan pemerintah mempunyai kepentingan sekaligus
kewajiban untuk mengawal dan mengarahkan perkawinan sebagai institusi sosial
yang melindungi sekaligus mengangkat harkat dan martabat perempuan.®

Pada dasarnya, undang-undang perkawinan yang telah dirumuskan
berusaha mengatur masalah-masalah seputar perkawinan termasuk kecakapan usia

menikah dalam rangka untuk mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa

" Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undangan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

& Ahmad Khotim, Ahmad Insya’ Ansori. “Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Menggunakan Teori
Maslahah (Penetapan Perkara Nomor: 450/Pdt.P/2020/Pa.Jbg)”, At-Tahdzib; Jurnal Studi Islam dan
Mu’amalah, Vol. 11 No. 2 (2023); 97-98
https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/index.php/tahdzib/article/download/368/276/503
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berakhir dengan perceraian. Dengan demikian, apabila batas usia perkawinan
belum terpenuhi, maka KUA tidak memiliki wewenang untuk melangsungkan atau
mencatat perkawinan tersebut. Perkara tersebut harus terlebih dahulu disidangkan
di Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan dispensasi kawin.
Permohonan dispensasi kawin adalah sebuah perkara permohonan yang diajukan
oleh pemohon perkara agar pengadilan memberikan izin kepada yang dimohonkan
dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena terdapat syarat yang tidak
terpenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas usia perkawinan.

Pengadilan Agama dalam hal ini berperan sebagai lembaga yang menilai
secara komprehensif terkait alasan-alasan pengajuan dispensasi, dengan
mempertimbangkan aspek hukum, serta kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena
itu, pengaturan mengenai batas usia perkawinan beserta mekanisme dispensasinya
menunjukkan adanya upaya negara untuk menyeimbangkan antara norma agama,
realitas sosial, dan perlindungan terhadap hak-hak individu, khususnya anak.
Namun demikian, masyarakat masih mengajukan permohonan dispensasi kawin
dengan berbagai latar belakang, seperti hamil diluar nikah, ekonomi, dan tekanan
sosial budaya. Fenomena seperti ini telah terjadi di berbagai wilayah dan salah satu
wilayah yang menunjukkan kecenderungan ini adalah Mojokerto.

Jika melihat laporan tahunan di Pengadilan Agama Mojokerto selama 4
tahun kebelakang, terdapat perbedaan angka terhadap perkara permohonan
dispensasi kawin. Pada tahun 2021, perkara permohonan dispensasi kawin yang
masuk di Pengadilan Agama Mojokerto berjumlah 563 perkara dan terdapat 1

perkara sisa dari tahun 2020. Total perkara permohonan dispensasi kawin yang



diputus pada 2021 berjumlah 564 perkara. Pada tahun 2022, perkara permohonan
dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Mojokerto berjumlah 481
perkara dan tidak terdapat perkara sisa dari tahun 2021. Total perkara permohonan
dispensasi kawin yang diputus pada 2022 berjumlah 481 perkara.®

Pada tahun 2023, perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk di
Pengadilan Agama Mojokerto berjumlah 428 perkara dan terdapat 1 perkara yang
dicabut. Total perkara permohonan dispensasi kawin yang diputus pada 2023
berjumlah 427 perkara. Pada tahun 2024, perkara permohonan dispensasi kawin
yang masuk di Pengadilan Agama Mojokerto berjumlah 337 perkara dan terdapat
1 perkara yang dicabut serta terdapat 8 perkara yang belum diputus. Total perkara
permohonan dispensasi kawin yang diputus pada 2024 berjumlah 328 perkara.®
Meskipun angka perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan di
pengadilan agama Mojokerto menunjukkan penurunan, namun angka tersebut
masih menunjukkan bahwa pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin di

pengadilan agama Mojokerto masih tinggi.

9 https://www.pa-mojokerto.go.id/, diakses tanggal 03 November 2025
10 https://www.pa-mojokerto.go.id/, diakses tanggal 03 November 2025
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Tabel 1.1

Grafik Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Mojokerto
Tahun 2021-2025
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B Perkara Masuk Perkara Diputus

Dalam praktiknya, proses pengambilan keputusan dalam permohonan
dispensasi kawin tidak hanya mengacu pada hukum positif, tetapi juga
mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam fikih. Prinsip fikih yang dijadikan
pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin adalah kaidah
Dar 'ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbil Mashalih yang artinya mencegah bahaya
lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan. Dalam konteks peradilan agama
di Indonesia, kaidah ini sering digunakan sebagai pertimbangan substantif oleh
hakim dalam memutus perkara-perkara yang mengandung konflik antara maslahat
dan mafsadat. Prinsip ini mencerminkan orientasi dasar hukum Islam yang tidak
hanya bertujuan menghindarkan kebaikan, tetapi juga serius berupaya melindungi
manusia dari berbagai potensi bahaya dan kerugian. Penerapan kaidah tersebut
dianggap relevan dalam kondisi darurat, namun dalam konteks negara hukum

modern, penggunaannya perlu dianalisis secara proporsional dan terukur



Jika ditinjau dari laporan pada triwulan Il yakni mulai bulan Juli sampai
bulan September tahun 2025, terdapat kenaikan pada perkara dispensasi kawin di
Pengadilan Agama Mojokerto. Pada bulan Juli, perkara permohonan dispensasi
kawin yang masuk di Pengadilan Agama berjumlah 20 perkara. Pada bulan
Agustus, perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama
berjumlah 26 perkara. Pada bulan September, perkara permohonan dispensasi
kawin yang masuk di Pengadilan Agama berjumlah 31 perkara. Total perkara
permohonan dispensasi kawin yang masuk pada triwulan 111 berjumlah 180 perkara.
Dari 180 perkara tersebut, perkara permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan
berjumlah 144 perkara dan 36 perkara ditolak.

Tabel 1.2

Grafik Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Mojokerto
Triwulan 111 Tahun 2025
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11 https://www.pa-mojokerto.go.id/, diakses tanggal 03 November 2025
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Dari 144 perkara permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan, terdapat

kekonsistenan pada pertimbangan hakim yang menggunakan kaidah fikih

tl—all > e puis u_ulill )5 dalam mengabulkan permohonan dispensasi

nikah.*> Meskipun kaidah L2l Cl e adie a_wlill ¢ sering disebut dalam

pertimbangan hakim, hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan apakah menolak
mudarat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan yang dimaksud oleh
hakim tersebut untuk jangka panjang atau hanya jangka pendek.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

secara empiris penerapan kaidah fikih &2l Cl> s aude ALl 4,5 sebagai

pertimbangan hakim dalam pengabulan dispensasi kawin anak di Pengadilan
Agama Mojokerto. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
akademik dan praktis dalam upaya harmonisasi antara hukum Islam, hukum
nasional, dan prinsip perlindungan anak. Dengan mengkaji praktik langsung di
tingkat pengadilan, diharapkan pula dapat memberikan rekomendasi terhadap

kebijakan dan mekanisme pemberian dispensasi kawin yang lebih adil dan terukur.

Berangkat dari uraian diatas, maka selanjutnya peneliti ingin mempelajari,

menelaah, dan menganalisis mengapa kaidah fikih fLall o e adie uldl ¢

dijadikan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin dengan

mengambil judul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Terhadap

12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Implementasi Kaidah Dar’ul Mafasid Mugaddamun ‘Ala Jalbil Mashalih Dalam

Perkara Dispensasi Kawin”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti menentukan rumusan

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim dalam mengimplementasikan kaidah «,>

glall e puis sl pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan

Agama Mojokerto?

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menggunakan atau

tidak menggunakan kaidah +Lall > Js adie Suldl )5 sebagai dasar

pertimbangan hukum pada perkara dispensasi kawin?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang terurai, maka tujuan penelitian dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi kaidah <J> e s il ¢

ét_.al\ dalam pertimbangan hakim pada perkara dispensasi kawin di

Pengadilan Agama Mojokerto

10



2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam

menggunakan atau tidak menggunakan kaidah <> s sdie Al ¢

tuai\ sebagai dasar pertimbangan hukum pada perkara dispensasi kawin

D. Manfaat Penelitian
Dengan dilakukannya penelitian ini, ada tujuan yang ingin dicapai oleh
peneliti. Maka dari itu peneliti berharap dapat memberikan manfaat dan kegunaan

yang antara lainnya yaitu:

1. Manfaat Teoritis
a. Peneliti berharap penelitian ini memberikan kontribusi pada
pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya mengenai relevansi
kaidah fikih dalam praktik di Peradilan
b. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi
peneliti selanjutnya
2. Manfaat Praktis
a. Manfaat bagi pemerintah
1) Dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih baik
terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi
kawin.
b. Manfaat bagi masyarakat
1) Dapat memberikan pemahaman masyarakat tentang bagaimana

kaidah fikih diaplikasikan dalam perkara dispensasi kawin

11



2) Dapat memberikan tambahan wawasan bagi masyarakat terkait

hukum Islam dan Peradilan Agama

E. Definisi Operasional

Agar lebih memudahkan bagi pembaca dalam penelitian ini, peneliti akan
memberikan beberapa penjelasan terkait kata-kata pokok yang berkaitan dengan
penelitian ini, antara lain:

1. Pandangan Hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan
terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan
dan mengandung kepastian hukum.®® Pertimbangan hukum itu sendiri
pada esensinya merupakan pertanggungjawaban yuridis terhadap perkara
yang disidangkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek.
pertimbangan hukum harus disajikan secara runtut dan interdependensi.
Artinya, semua yang terurai dalam pertimbangan hukum tidak dapat

dipisahkan, tetapi mengalir dalam satu kesatuan.'*

2. tlall > Je pie w65 memiliki arti menolak kerusakan lebih

diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Kaidah ini merupakan
kaidah turunan dari kaidah Adh-Dhararu Yuzal yang artinya
kemudaratan harus dihilangkan. Segala bentuk kemudaratan hukumnya

haram di dalam Syariat Islam. Wajib hukumnya untuk mencegah

13 Arifyansyah Nur, dkk. “Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak
Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus”, Journal of Lex Generalis (JIS), Vol.
2 No. 7 (2021); 1834-1835 https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/download/567/628/2380

1% A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan
Pidana Bersyarat™, Jurnal Advokasi, vol. 8 no. 2 (2018: 182
https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/download/96/90
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timbulnya segala kemudaratan yang akan terjadi, sebagaimana syariat ini
juga mengharuskan untuk menghilangkan kemudaratan setelah terjadi.*®
3. Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada
calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan
perkawinan.® Dispensasi perkawinan bertujuan sebagai bentuk upaya
pemberian perlindungan dalam rangka pencegahan perkawinan bawah

umur.’

F. Sistematika Pembahasan
Penelitian ini nantinya akan disusun secara sistematis yang terdiri dari lima

bab, yaitu:

Bab | Pendahuluan. Pendahuluan menguraikan dengan singkat atau
gambaran awal mengenai penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini terdiri atas
latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi

operasional, dan sistematika pembahasan

Bab Il Tinjauan Pustaka. Pada bab ini terdapat kajian pustaka yang
mencakup penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Hal ini

dilakukan untuk membandingkan dan menghubungkan penelitian ini dengan

1> Wildan Jauhari, Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal, (Jakarta Selatan: Rumah Figih Publishing,
2018), 6

16 Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili
Permohonan Dispensasi Kawin

17 Sonny Dewi Judiasih, dkk. “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir
Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia”, Jurnal IImu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad,
Vol. 3 No. 2 (2020); 205-207 https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221
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penelitian sebelumnya. Selain itu, bab ini juga menyajikan kerangka teori atau

landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Bab Il menjelaskan metode dalam penelitian seperti jenis dan pendekatan
penelitian, lokasi dilakukannya penelitian, sumber dari data penelitian, teknik

dalam pengolahan data, serta teknik analisis data.

Bab IV menjelaskan tentang analisis data penelitian dari subjek penelitian
yaitu hasil wawancara dan hasil rekapitulasi padangan Hakim dalam mengabulkan
permohonan dispensasi kawin yang telah dilakukan dengan para hakim pengadilan

agama yang terkait. Hingga objek yang menjadi fokus penelitian yaitu Pandangan

Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Terhadap Implementasi kaidah J—~Lill ¢)s

tLA\ > e »uis dalam perkara dispensasi kawin dapat di peroleh. Selanjutnya

data tersebut dianalisis sehingga dapat diketahui kecocokan antara teori yang telah

dipaparkan sebelumnya dengan problematika yang ada di tengah masyarakat.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dalam laporan penelitian,
yang akan menguraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjelaskan ringkasan
singkat dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Sementara bagian saran berisi
rekomendasi atau anjuran kepada pihak-pihak terkait dalam konteks penelitian.
Tujuan dari adanya saran adalah untuk memberikan pemahaman positif terhadap
masyarakat. Saran ini juga dapat dijadikan sebagai panduan bagi peneliti

selanjutnya dalam mengembangkan dan mengeksplorasi topik yang sama atau

14



berkesinambungan dan pada bagian terakhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-

lampiran, dan riwayat hidup peneliti.
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BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan
oleh peneliti-peneliti sebelumnya baik berupa buku, jurnal maupun laporan yang
telah diterbitkan. Berikut beberapa judul penelitian yang terdahulu yang memiliki
persamaan. Meskipun ada persamaan, bukan berarti penelitian yang akan diteliti
oleh peneliti sama persis dengan penelitian tersebut. Dikarenakan peneliti telah
melakukan pencarian dengan hasil tidak ada yang meneliti tema dan judul yang
sama seperti judul dan tema penelitian yang diteliti oleh peneliti.
Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dengan penelitian

ini diantaranya adalah:

1. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Yahya mahasiswa Program
Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik lbrahim Malang pada tahun 2021 dengan skripsi
berjudul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang
Tentang Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perspektif Maslahah” 8

Hasil penelitian ini adalah Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam

memberikan dispensasi perkawinan pasca Undang-Undang Nomor 16

18 Muhammad Yahya, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Dispensasi
Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perspektif
Maslahah”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
2021). http://etheses.uin-malang.ac.id/30932/1/17210152.pdf
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Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Penelitian ini memiliki persamaan
dengan penelitian yang akan diteliti olen peneliti yaitu sama-sama
membahas bagaimana pertimbangan dan pandangan hakim dalam
mengabulkan dispensasi perkawinan. Sedangkan perbedaan dalam
penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah bahwa penelitian
terdahulu mengkaji menurut perspektif maslahah sedangkan penelitian

ini mengkaji penerapan kaidah fikih Dar 'ul Mafasid Mugaddamun ‘Ala

Jalbil Mashalih (FLall Cd Je pdie Lulill ¢ )5).

. Penelitian yang ditulis oleh Febrina Amallia mahasiswa Program Studi
Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada tahun 2020 dengan skripsi
berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup
Tentang Permohonan Dispensasi Nikah”.® Hasil penelitian ini adalah
Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Curup tentang
permohonan dispensasi nikah dan bagaimana analisis Undang-Undang
dan Hukum Islam tentang pertimbangan hakim mengabulkan

permohonan dispensasi nikah.

19 Febrina Amallia, “Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Tentang

Permohonan Dispensasi Nikah”, (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Curup, 2020).

theses.iaincurup.ac.id/2136/1/FEBRINA%20AMALLIA%2016621011%20ANALISIS%20PERTI

MBANGAN%20HAKIM%20PENGADILAN%20AGAMA%20CURUP%20TENTANG%20PER

MOHONAN%20DISPENSASI%20NIKAH%20Studi%20Kas~1.pdf
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Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan
diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama membahas bagaimana
pertimbangan dan pandangan hakim Pengadilan Agama dalam
mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Sedangkan perbedaan
dalam penelitian yang akan diteliti adalah bahwa penelitian terdahulu
mengkaji menurut Hukum Islam secara umum sedangkan penelitian ini

mengkaji menurut kaidah fikih Dar 'ul Mafasid Mugaddamun ‘Ala Jalbil

Mashalih (FLall Cl e pdie duldl s )0).

3. Penelitian yang ditulis oleh Aimas Soleha Rohilati mahasiswa
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2020
dengan jurnal berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan
Dispensasi Nikah Nomor: 008/PDT.P/2018/Tgm dan
0012/PDT.P/2019/Tgm”. ?° Hasil penelitian ini adalah Bagaimana
pertimbangan dan pandangan dalam mengabulkan permohonan
dispensasi  nikah dengan Nomor: 008/PDT.P/2018/Tgm dan

0012/PDT.P/2019/Tgm.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan
diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama membahas bagaimana
pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti adalah bahwa

20 Aimas Soleha Rohilati,“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Nomor:
008/PDT.P/2018/Tgm dan 0012/PDT.P/2019/Tgm”, (Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung, 2020). https://doi.org/10.32665/almagashidi.v3i1.864
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penelitian terdahulu mengkaji menurut Hukum Islam secara umum

sedangkan penelitian ini mengkaji menurut kaidah fikih Dar ul Mafasid

Mugaddamun ‘Ala Jalbil Mashalih (Lall Clo s adie auldl) 4)0),

Untuk mempermudah memahami penelitian terdahulu diatas maka akan

dipaparkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No | Nama Peneliti Judul Persamaan Perbedaan
1 | Muhammad Pertimbangan Hakim Sama-sama Penelitian
Yahya, skripsi, | Pengadilan Agama membahas terdahulu
L Kota Malang Tentang | bagaimana mengkaji
Universitas . | Dispensasi Perkawinan | pertimbangan | menurut
Islam Nege_rl Pasca Undang-Undang | dan perspektif
Maulgna Malik Nomor 16 Tahun 2019 | pandangan maslahah
Ibrahim Malang, Tentang Perkawinan hakim dalam | sedangkan
Fakultas Perspektif Maslahah mengabulkan | penelitian ini
Syariah, tahun dispensasi mengkaji
2021 perkawinan. | penerapan
kaidah fikih
Dar’ul
Mafasid
Mugaddamun
‘Ala Jalbil
Mashalih
2 | Febrina Amallia, | Analisis Pertimbangan | Sama-sama Penelitian
skripsi, Hakim Pengadilan membahas terdahulu
. Agama Curup Tentang | bagaimana mengkaji
Institut Agama} Pegrmohonanp ’ pe?timbangan mengru'g
Islam Negeri Dispensasi Nikah dan Hukum Islam
(IAIN) Curup, pandangan secara umum
Fakultas Syariah hakim sedangkan
dan Ekonomi Pengadilan penelitian ini
Islam, tahun Agama mengkaji
2020 dalam menurut
mengabulkan | kaidah fikih
permohonan | Dar’ul
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dispensasi Mafasid
nikah. Mugaddamun
‘Ala Jalbil
Mashalih
Aimas  Soleha | Tinjauan Hukum Islam | Sama-sama Penelitian
Rohilati, Jurnal, | Terhadap Penetapan membahas terdahulu
L Dispensasi Nikah bagaimana mengkaji
Universitas . | Nomor: pertimbangan | menurut
Islam — Negeri | 54g/p0T p/2018/Tgm | dan Hukum Islam
Raden Intan dan pandangan secara umum
Lampung, tahun 0012/PDT.P/2019/Tgm | Pengadilan sedangkan
2020 Agama penelitian ini
dalam mengkaji
mengabulkan | menurut
permohonan | kaidah fikih
dispensasi Dar’ul
nikah. Mafasid
Mugaddamun
‘Ala Jalbil
Mashalih

B. Kerangka Teori

1. Hak Ex Officio Hakim

Hak ex officio terdiri dari dua kata yaitu hak dan ex officio. Dalam kamus

besar bahasa

Indonesia,

hak mempunyai

arti

milik, kepunyaan,

kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh

undang-undang, aturan, dan sebagainya).?! Adapun istilah ex officio dalam

kamus hukum memiliki arti karena jabatan, dengan sendirinya tanpa

tuntutan atau permintaan pihak-pihak.??

20

21 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), https://kbbi.web.id/hak. Diakses pada tanggal 05
Februari 2025
22 Jonaedi Efendi, dkk. Kamus Istilah Hukum Populer, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 140
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Hak ex officio hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki oleh
seorang hakim karena jabatannya, sehingga ex officio hakim adalah hak
yang dimiliki oleh hakim untuk memutus suatu perkara yang tidak ada
dalam tuntutan. Hak ini sepenuhnya merupakan kewenangan seorang hakim
dalam memutuskan perkara.?® Secara ex officio, hakim dapat memutus suatu
perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut
oleh pihak yang berperkara. Hak ini sepenuhnya menjadi wewenang hakim
dalam mempertimbangkan dan memutus perkara supaya terwujudnya nilai-

nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Konsep hak ex officio hakim dalam sistem peradilan dapat dilihat dari
konsep pengadilan yang memutus dan mengadili perkara harus
mempertimbangkan hukum yang ada di masyarakat. Dalam pasal 5 ayat 1
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman
menyebutkan bahwa “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali,
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

dalam masyarakat.”?*

Dalam konteks teori hukum acara, hak ex officio menunjukkan bahwa
hakim tidak selalu bersifat pasif atau hanya sebagai corong undang-undang.

Hakim diberi ruang untuk bertindak aktif dalam batas-batas tertentu guna

2 Khoirur Rofiq, Hukum Acara Peradilan Agama, (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), 250
24 Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman
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menjamin tercapainya keadilan substantif, kepastian hukum, dan
kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, hak ex officio menjadi salah satu
instrumen penting bagi hakim dalam mewujudkan tujuan peradilan yang
tidak hanya prosedural, tetapi juga berorientasi pada keadilan yang hidup di

masyarakat.

a. Dasar Hukum Hak Ex Officio Hakim

Hak ex officio hakim sebagai kewenangan yang melekat karena jabatan
hakim tidak muncul tanpa landasan hukum yang jelas. Dalam sistem hukum
di Indonesia, penggunaan hak ex officio memiliki dasar yuridis yang kuat,
baik dalam konstitusi, undang-undang kekuasaan kehakiman, hukum acara,
maupun dalam prinsip-prinsip umum peradilan. Dengan demikian, hak ex
officio bukanlah bentuk penyimpangan dari hukum, melainkan bagian dari
mekanisme hukum yang sah untuk menjamin terwujudnya keadilan yang
substantif.

Hak ex officio sudah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang
menegaskan bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan”. 2 Hakim bukan corong peraturan perundang-undangan,
melainkan penegak hukum dan keadilan.

Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa “Hakim dan hakim

5 https://www.dpr.go.id/dokumen/jdih/undang-undang-dasar, diakses pada tanggal 23 Desember
2025
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konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.2® Pada pasal 229 Kompilasi
Hukum Islam menegaskan bahwa “Hakim dalam menyelesaikan perkara-
perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-
sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga
putusannya sesuai dengan rasa keadilan”.?’

Berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa “Pengadilan membantu
pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan
untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya
ringan”.?® Pada pasal 58 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa “Pengadilan membantu para
pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan
dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya
ringan.”?® Dalam kedua pasal tersebut, hakim secara ex officio diwajibkan
untuk menyempurnakan pemeriksaan, pembuktian, pertimbangan hukum
dan amar putusannya benar-benar memberikan kepastian dan perlindungan
hukum serta memenuhi rasa keadilan.

Berdasarkan pasal 178 ayat 1 HIR, menegaskan bahwa “Pada waktu

bermusyawarah, hakim, karena jabatannya, wajib melengkapi segala alasan

26 pPasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
27 Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam

28 Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
29 Pasal 58 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
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hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.”*° Serta pasal 189
ayat 1 RBg, menegaskan bahwa “Dalam rapat permusyawaratan, karena
jabatannya hakim harus menambahkan dasar-dasar hukum yang tidak
dikemukakan oleh para pihak.”*! Dalam kedua pasal tersebut, hakim secara
ex officio diwajibkan untuk mencukupkan segala alasan hukum dalam
putusannya yang tidak dikemukakan oleh para pihak dalam posita.
Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama menyebutkan bahwa “Hukum Acara yang berlaku pada
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara
Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum,
kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.”%?
Dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
menyatakan bahwa “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa
hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan
mengadilinya.”® Norma ini menegaskan bahwa hakim memiliki kewajiban
untuk menemukan hukum (rechstvinding) ketika norma tertulis tidak
memberikan jawaban yang memadai. Dalam konteks ini, hak ex officio

menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan hakim untuk mengisi

30 pasal 178 ayat 1 Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

31 Pasal 189 ayat 1 Rechtstreglement VVoor de Buitengewesten (RBg)

32 pasal 54 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

33 Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
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kekosongan hukum atau ketidaklengkapan norma demi tercapainya
keadilan.

Dalam perspektif hukum Islam, dasar hukum hak ex officio hakim dapat
dikaitkan dengan konsep kewenangan gadi dalam menetapkan hukum
berdasarkan kemaslahatan dan keadilan. Hakim dalam Islam tidak hanya
berfungsi sebagai penerjemah teks hukum, tetapi sebagai penegak keadilan

yang bertanggung jawab mencegah kedholiman dan kerusakan. Prinsip ini

sejalan dengan kaidah fikih Lol C > Ao pdie & _wlall )5 yang

menekankan bahwa pencegahan kerusakan harus didahulukan daripada
perolehan kemaslahatan. Ketentuan ini memperkuat dasar bagi keaktifan
hakim dalam menerapkan hak ex officio demi perlindungan terhadap pihak.

Penggunaan hak ex officio hakim memiliki dasar hukum yang kuat baik
secara konstitusional, yuridis, maupun doktrinal. Hak ex officio tidak dapat
dipahami sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan sebagai kewenangan
yang sah dan terukur untuk memastikan bahwa putusan hakim benar-benar

mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

b. Batasan Penggunaan Hak Ex Officio Hakim

Hak ex officio merupakan kewenangan yang melekat pada hakim karena
jabatan, sehingga memungkinkan hakim bersifat aktif untuk menegakkan
keadilan meskipun hal tersebut tidak diminta oleh pihak yang berperkara.
Meski demikian, hak ex officio hakim tidak bersifat tanpa batas. Hakim tetap

terikat pada hukum materiil yakni hukum positif, asas-asas peradilan, dan
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fakta yang terungkap dalam persidangan.®* Meskipun hakim memiliki
keleluasaan untuk menggali, menemukan, dan menetapkan hukum dalam
perkara, namun kebebasan tersebut harus dijalankan dalam kerangka hukum
supaya tidak menimbulkan kesewenang-wenangan hakim.

Secara prinsip, hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang
tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut, sebagaimana
ketentuan dalam pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR yang berbunyi “Hakim itu wajib
mengadili semua bagian tuntutan (2) la dilarang menjatuhkan keputusan
atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang
dituntut”.®® Dalam pasal 189 ayat 2 dan 3 RBg juga disebutkan bahwa “Ia
wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya (2) la dilarang
memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan
lebih dari yang dimohon.”*® Larangan ini disebut asas ultra petitum, hakim
yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan dianggap telah
bertindak melampaui batas wewenangnya.

Namun sesuai uraian diatas, hakim juga mempunyai hak ex officio dalam
rangka terwujudnya perlindungan hukum dan keadilan supaya menjadi
kenyataan. Dengan adanya hak ini, hakim dapat memutuskan perkara yang
tidak diajukan dalam petitum pada suatu perkara. Karena selain hakim harus

mengikuti rule of law (menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi),

34 Syarif Hidayatullah, dkk. “Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Di
Pengadilan Agama Bima”, Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, vol. 6 no. 1 (2022): 189-
193 https://doi.org/10.15642/alganun.2025.28.1.121-134

3 Pasal 178 ayat 2 dan 3 Herziene Indonesisch Reglement (HIR)
3 Pasal 189 ayat 2 dan 3 Rechtstreglement Voor de Buitengewesten (RBg)
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hakim juga memiliki imunitas yudisial bahwa hakim dapat menentukan
sendiri secara merdeka putusannya. Selain itu, hakim juga memiliki
kebebasan serta kemandirian dalam memutus suatu perkara sebagaimana
sudah ditegaskan dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan
bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.3

Walaupun secara umum hak ex officio melekat pada jabatan hakim
karena kewenangannya, namun dalam penerapan kekuasaan kehakiman
tentu mengenal pembatasan dan limitasi dalam penggunaan kekuasaan
tersebut sehingga tidak terjadi pelampauan kekuasaan atau kewenangan.
Adapun batasan yang harus diperhatikan dalam menggunakan hak ex officio
hakim yakni:

1) Tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan
ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “hakim
dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami
nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat tetapi tetap dalam bingkai hukum yang berlaku”.%®

2) Tidak boleh menggunakan hak ex officio untuk mengabulkan

sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak yang berperkara,

37 https://www.dpr.go.id/dokumen/jdih/undang-undang-dasar, diakses pada tanggal 23 Desember
2025
38 Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
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sebagaimana dalam pasal 178 ayat 3 HIR dan pasal 189 ayat 3
RBg yang menyatakan “hakim dilarang memutuskan lebih dari
apa yang dituntut”.%

3) Hak ex officio dibatasi oleh prinsip objektivitas dan
profesionalitas hakim dalam memeriksa serta memutus perkara.
Hakim tidak diperkenankan mendasarkan putusannya pada
pertimbangan subjektif atau perasaan pribadi, melainkan harus
berlandaskan pada fakta hukum yang sah menurut alat bukti di
persidangan. Sebagaimana pasal 5 ayat 2 Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang
menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki
integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil,
profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.”*°

4) Hak ex officio hanya dapat digunakan dalam perkara-perkara
yang secara yuridis memberikan ruang bagi hakim untuk
bertindak aktif. Dalam hal ini, hakim tidak boleh menjadikan hak
ex officio sebagai sarana untuk menciptakan norma hukum baru
yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

5) Dalam konteks peradilan agama, penggunaan hak ex officio juga
dibatasi oleh prinsip keaktifan hakim yang harus sejalan dengan

asas keadilan dan kemaslahatan. Keaktifan hakim disini bukan

39 Pasal 178 ayat 3 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) serta pasal 189 ayat 3 Rechtstreglement
Voor de Buitengewesten (RBQ)
40 pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
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berarti mengambil alih peran para pihak, melainkan memberikan
perlindungan kepada pihak yang lemah, seperti istri atau anak

dalam perkara keluarga.

Batasan lain yang harus diperhatikan adalah bahwa hak ex officio tidak
boleh merugikan hak-hak dasar para pihak tanpa alasan yang sah. Hakim
harus memastikan bahwa penggunaan kewenangan tersebut justru bertujuan
melindungi hak, bukan untuk menciptakan ketidakadilan baru. Oleh karena
itu, hak ex officio harus digunakan secara hati-hati, selektif, dan kontekstual.

Dalam perspektif hukum Islam, batasan penggunaan hak ex officio juga

dapat dikaitkan dengan kaidah fikih L2l Cl> e pade Wil o5,

artinya hakim harus memastikan bahwa penggunaan kewenangan ex officio
bertujuan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar dan tidak

menimbulkan mafsadat baru bagi para pihak atau masyarakat.

Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada
calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan
perkawinan.** Dispensasi kawin merupakan izin pembebasan dari suatu

kewajiban atau larangan. ** Secara sederhana, dispensasi kawin dapat

41 pasal 1 Ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili
Permohonan Dispensasi Kawin

42 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), https://kbbi.web.id/dispensasi. Diakses pada tanggal 08
Oktober 2025
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dipahami sebagai izin khusus yang diberikan oleh pengadilan kepada calon
mempelai yang belum memenuhi syarat usia minimal perkawinan supaya
tetap dapat melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum.
Permohonan izin tersebut diajukan oleh orang tua dari anak yang akan
melangsungkan pernikahan namun usianya masih kurang dari 19 tahun, baik
calon mempelai laki-laki maupun wanita.

Tujuan dispensasi perkawinan adalah untuk kepentingan kemaslahatan
kehidupan umat manusia, karena dengan dispensasi maka perkawinan
dibawah umur mampu mengurangi kemudaratan dalam kehidupan yang
akan dijalani calon mempelai. Pelaksanaan pemberian dispensasi kawin
oleh Pengadilan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kedua
mempelai sudah berhubungan atau berpacaran cukup lama, sudah pernah
berhubungan badan sehingga calon istri hamil, orang tua tidak dapat
mengontrol keadaan anak yang bekerja jauh dari orang tua, dan lain
sebagainya.®®

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, dispensasi kawin
tidak dimaksudkan sebagai kelonggaran tanpa batas, melainkan sebagai
instrumen hukum yang bersifat pengecualian atau tidak bisa dibandingkan
dengan hal lain pada umumnya. Artinya dispensasi kawin hanya diberikan
dalam kondisi tertentu yang dinilai mendesak dan memiliki alasan kuat serta

melalui proses pemeriksaan dan pertimbangan yang cermat oleh hakim.

4 Aimas Soleha Rohilati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Nomor:
008/PDT.P/2018/Tgm dan 0012/PDT.P/2019/Tgm”, 55
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Dengan demikian, dispensasi kawin bukanlah bentuk pembiaran terhadap
perkawinan dibawah umur, melainkan mekanisme kontrol hukum atas
realitas sosial yang ada di masyarakat.

Secara teoritik, keberadaan dispensasi kawin mencerminkan upaya
hukum untuk menjembatani ketegangan antara norma ideal yang ditetapkan
oleh undang-undang dan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat. Oleh
karena itu, dispensasi kawin menempati posisi penting dalam sistem hukum
perkawinan sebagai ruang diskresi yang tetap berada dalam koridor
pengawasan negara.

Dalam kerangka teori hukum keluarga Islam, dispensasi kawin dapat
diposisikan sebagai konsep yang berada pada persimpangan antara norma
hukum, nilai agama, dan realitas sosial. Dispensasi kawin mencerminkan
dialektika ideal yang ditetapkan oleh undang-undang dan kondisi empiris
masyarakat yang beragam. Sebagai kerangka teoritik, dispensasi kawin

dapat dianalisis melalui pendekatan Magashid al-Syari’ah dan kaidah-

kaidah fikih, khususnya kaidah é\_.al\ e e pdie w50 Melalui

pendekatan ini, dispensasi kawin tidak hanya dipahami sebagai prosedur
hukum, tetapi sebagai instrumen perlindungan yang bertujuan memastikan
bahwa perkawinan benar-benar membawa kemaslahatan dan tidak
melahirkan kerusakan yang lebih besar bagi individu maupun masyarakat.
a. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Dasar hukum dispensasi kawin di Indonesia sudah diatur secara tegas

dalam hukum positif pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun
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2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan yang menegaskan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila
pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. 4
Ketentuan ini berlaku secara setara bagi laki-laki dan perempuan sebagai
bentuk perlindungan terhadap anak serta upaya mencegah perkawinan anak
usia dini.

Namun demikian, pada pasal 7 ayat 2 undang-undang tersebut membuka
ruang dispensasi kawin dengan menyatakan ‘“dalam hal terjadi
penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta
dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-
bukti pendukung yang cukup”.*®

Selanjutnya, ketentuan mengenai dispensasi kawin diperjelas dalam
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 tentang
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam pasal 16
PERMA ini menjabarkan terkait kepentingan-kepentingan terbaik bagi anak
yang harus diperhatikan oleh hakim dalam pemeriksaan dispensasi kawin.*®
Dengan demikian, dispensasi kawin tidak diputuskan semata-mata
berdasarkan permintaan orang tua, tetapi melalui pertimbangan hukum,

psikologis, sosial, dan moral secara komprehensif.

4 Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
4 Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
46 Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman
Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
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b. Batas Usia Perkawinan Dalam Islam dan Ulama Kontemporer

Adanya batasan usia dalam perkawinan memiliki dampak yang
signifikan diantaranya adalah bertujuan supaya suami atau istri dapat
memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga.
Dalam hukum Islam klasik, tidak ditemukan ketentuan eksplisit mengenai
batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum positif
modern. Fikih klasik umumnya mendasarkan kebolehan perkawinan pada
tanda-tanda baligh, baik secara biologis maupun usia perkiraan. Hal ini
sebagaimana kisah Nabi Muhammad SAW ketika menikahi sayyidina

Aisyah Ra.
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“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah
menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah
radhiallahu’anha, bahwasannya; Nabi £ menikahinya saat ia berumur enam
tahun, dan ia digauli saat berumur sembilan tahun. Dan aisyah hidup
bersama dengan beliau selama sembilan tahun.” (HR. Bukhari: 4738)%

Selain itu, yang menjadi aturan fikih adalah ketika seseorang dianggap

telah siap lahir dan batin dapat melangsungkan pernikahan baik bagi laki-

47 https://hadits.tazkia.ac.id/, diakses pada tanggal 23 Februari 2026
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laki maupun perempuan. Artinya anak-anak yang sudah mampu
memecahkan suatu masalah dan dapat berpikir mana yang baik dan buruk,
dia dianggap sudah mampu untuk menikah. Pernyataan tersebut sesuai

dengan hadist yang diriwayatkan oleh imam Bukhari.
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“Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats, telah
menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al
A'masy ia berkata, telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman
bin Yazid ia berkata, Aku, Algamah dan Al Aswad pernah menemui
Abdullah, lalu ia pun berkata, Pada waktu muda dulu, kami pernah berada
bersama Nabi #. Saat itu, kami tidak memiliki kekayaan apa pun, maka
Rasulullah % bersabda kepada kami, "Wahai sekalian pemuda, siapa
diantara kalian yang sudah sanggup untuk menikah, maka hendaklah ia
menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga

lebih bisa menjaga kemaluan (syahwat). Namun, siapa yang belum mampu,
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hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya." (HR.
Bukhari: 4677)%

Namun demikian, ketiadaan batas usia dalam fikih tidak berarti bahwa
Islam mengabaikan aspek kesiapan dan kemaslahatan dalam perkawinan.
Banyak ulama menegaskan bahwa tujuan utama perkawinan adalah
tercapainya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratan. Dalam konteks
ini, negara sebagai pemimpin memiliki wewenang untuk menetapkan
kebijakan administratif, termasuk batas usia perkawinan demi kemaslahatan
umat.

Sedangkan pandangan dari ulama kontemporer terkait batas usia
perkawinan tidak hanya pada ciri-ciri fisik, namun lebih kepada
kesempurnaan akal dan jiwa. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya
membutuhkan kematangan fisik, melainkan dari segi psikologis, sosial,
agama, bahkan kematangan intelektual.*®

Dalam konteks ini, dispensasi kawin dipahami sebagai pengecualian
yang harus diperlakukan secara hati-hati. Apabila dispensasi justru

membuka peluang terjadinya kerusakan yang lebih besar, maka secara

prinsip bertentangan dengan kaidah fikih L2l > Je pdie Lwlil oo,

Oleh karena itu, dispensasi kawin harus ditempatkan sebagai instrumen

darurat, bukan sebagai praktik yang dinormalisasikan.

8 https://hadits.tazkia.ac.id/, diakses pada tanggal 23 Februari 2026

49 Moh. Hatta, “Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer”, Jurnal
Al-Qanun, vol. 19 no. 1 (2016); 70 https://doi.org/10.15642/alganun.2016.19.1.66-88
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c. Batas Usia Perkawinan Dalam Hukum Positif

Batas usia perkawinan menurut hukum positif Indonesia saat ini
ditetapkan pada usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dalam Undang-
Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “perkawinan
hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan
belas) tahun”.*® Penetapan batas usia ini didasarkan pada pertimbangan
kesehatan reproduksi, kesiapan mental dan psikologis, serta sebagai upaya
untuk menekan angka perceraian dan permasalahan sosial akibat

perkawinan usia dini.

Dalam kerangka teori hukum, batas usia perkawinan merupakan bentuk
perlindungan yang dilakukan oleh negara. Negara memandang bahwa
perkawinan bukan sekedar peristiwa biologis atau keagamaan, tetapi juga
institusi sosial yang menuntut kesiapan multidimensional. Oleh karena itu,
dispensasi kawin hadir sebagai pengecualian yang harus dibatasi dan
diawasi secara ketat supaya tidak menegasikan tujuan utama dari penetapan

batas usia itu sendiri.

Dalam perundang-undangan, konsep seseorang bisa dikatakan dewasa
hingga bisa bertanggung jawab itu sangat bervariasi. Pada pasal 1 ayat 1
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan

50 pasal 7 Ayat 1 Undang-Undangan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
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bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak

dalam kandungan”.>

Dalam Pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa
“batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun,
sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah
melangsungkan perkawinan”.%? Sedangkan dalam pasal 330 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “yang belum dewasa adalah
mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan
tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur
mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum

dewasa”.>®

. Dar’ul Mafasid Mugqaddamun ‘Ala Jalbil Mashalih

Kaidah fikih #lL_all (> Je piis 4wl ;5 merupakan salah satu

kaidah fikih universal yang memiliki peran fundamental dalam penalaran
hukum Islam. Kaidah ini menegaskan prinsip prioritas dalam penetapan
hukum, vyaitu mencegah kemudaratan atau dampak negatif harus
didahulukan daripada wupaya untuk mewujudkan atau menarik
kemaslahatan. Kaidah ini merupakan kaidah turunan dari kaidah Adh-

Dhararu Yuzal yang memiliki arti kondisi atau keadaan bahaya harus

1 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

52 Pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

53 Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
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dihilangkan. Bahaya yang harus dihilangkan mencakup segala jenis bahaya
yang mengancam manusia baik yang berkaitan dengan jiwa, agama, akal,
harta, kehormatan, kesehatan dan yang berhubungan dengannya. Dan
bahaya itu sendiri baik yang timbul dari dirinya ataupun orang lain, bagi

dirinya atau bagi orang lain.>

Secara keseluruhan, kaidah ini menegaskan bahwa dalam kondisi dimana
mafsadah dan maslahah hadir secara bersamaan, maka pencegahan terhadap
mafsadat harus diutamakan. Segala bentuk kemudaratan hukumnya haram
di dalam syariat Islam. Wajib hukumnya untuk mencegah timbulnya segala
kemudaratan yang akan terjadi, sebagaimana syariat ini juga mengharuskan

untuk menghilangkan kemudaratan setelah terjadi.>

a. Dasar Hukum Kaidah #Lall (o e piis dldl ¢

Dalam struktur keilmuan fikih, kaidah ini tidak berdiri sendiri melainkan

pembentukan kata baru dari prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Akar

normatif kaidah #L_all Cl> s auie wlil <> dapat ditemukan dalam

berbagai nash Al-Qur’an dan Sunnah yang menekankan larangan terhadap
perbuatan yang membawa kerusakan, sekalipun di dalamnya terdapat unsur

manfaat.

>4 Darmawan, Kaidah-Kaidah Fighiyyah, (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), 37-38
55 Wildan Jauhari, Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal, (Jakarta Selatan: Rumah Figih Publishing,

2018), 6
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Dalam Al-Qur’an Surah Al-Bagarah ayat 231 Allah SWT berfirman:

e 1A hs EASLE NG

“Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena

dengan demikian kamu menganiaya mereka.”>®

Dalam Al-Qur’an Surah Al-Bagarah ayat 173 Allah SWT berfirman:

Lale A e 3'@; & ol J@

“Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia

tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada

dosa baginya.”’

Adapun dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, diantarannya:
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“Telah menceritakan kepada kami Bakr bin Abdul Wahhab, telah

menceritakan kepada kami Abdullah bin Nafi' dan Yunus bin Yahya

56 https://lajnah.kemenag.go.id/, diakses pada tanggal 17 Februari 2026
57 https://lajnah.kemenag.go.id/, diakses pada tanggal 17 Februari 2026
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semuanya dari Daud bin Qais dari Abu Sa'id bekas budak Abdullah bin
'"Amir bin Kuraiz dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah # bersabda, "Setiap
muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya dan

kehormatannya." (HR. Ibnu Majah: 3923)°®

‘Ba
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“Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, telah mengabarkan
kepada kami Ma'mar dari Jabir dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata,
Rasulullah # bersabda, “Tidak boleh membahayakan (orang lain) dan tidak

boleh membalas bahaya dengan bahaya.” (HR. Ahmad: 2719)%

b. Penjelasan Kaidah #Lall > e aide dulill ¢

Kaidah ini berlaku dalam segala permasalahan yang didalamnya terdapat
percampuran unsur antara maslahah dan mafsadah. Jika maslahah dan
mafsadah berkumpul jadi satu, maka yang lebih diutamakan adalah menolak
mafsadah, sebab hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama
untuk disangkal daripada berusaha untuk meraih kebaikan dengan
mengerjakan perintah-perintah agama, sedangkan disisi lain membiarkan

terjadinya kerusakan.

58 https://hadits.tazkia.ac.id/, diakses pada tanggal 17 Februari 2026
59 https://hadits.tazkia.ac.id/, diakses pada tanggal 17 Februari 2026
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Apabila menghadapi mafsadah pada waktu yang sama, maka harus
didahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya. Apabila berkumpul
antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih yang maslahatnya
lebih banyak atau lebih kuat, dan apabila sama banyaknya atau sama
kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari meraih maslahat, sebab
menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan.®°

Prinsip ini juga sejalan dengan semangat syariat yang menempatkan
perlindungan manusia sebagai tujuan utama hukum Islam. Berdasarkan
kaidah ini, hendaknya lebih mengutamakan menolak mafsadat daripada
menarik maslahat. Karena jika mafsadat atau kerusakan tersebut tidak
ditolak, dikhawatirkan akan timbul mafsadat yang lebih besar.®

Kaidah ini memiliki keterkaitan erat dengan konsep Magasid al-
Syari’ah, yakni tujuan-tujuan utama dalam ditetapkannya hukum Islam.
Maqasid al-Syari’ah bertujuan untuk menjaga lima aspek fundamental
kehidupan manusia, yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz
al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Setiap bentuk
kemaslahatan yang justru berpotensi merusak salah satu dari lima aspek
tersebut dipandang bertentangan dengan tujuan syariat. Oleh karena itu,
pencegahan terhadap mafsadah menjadi prioritas utama dalam penetapan

hukum.52

€0 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 28

61 Isniyatin Faizah, dkk. “Implementasi Kaidah Dar ul Mafasid Muqaddimun ‘Ala Jalbil Mashalih
Terhadap Pencatatan Perkawinan di Indonesia”, As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, vol. 2
no. 1 (2024), 4 https://doi.org/10.55210/jhki.v1i2.333

62 Agus Hermanto, Magashid Al-Syari’ah, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 32
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Menurut Izzuddin bin Abd al-Salam dalam kitabnya Qawa 'id al-Ahkam
fi Mushalih al-Anam, beliau mengatakan bahwa seluruh syari’at itu adalah
maslahat, baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan meraih
maslahat. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada maslahat, ada pula
yang menyebabkan mafsadah. Maslahat maupun mafsadah yang dimaksud
ada yang untuk kepentingan duniawiyah dan ada yang untuk kepentingan
ukhrawiyah, dan ada juga yang untuk kepentingan duniawiyah sekaligus
ukhrawiyah. Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syariah dan seluruh
yang mafsadah dilarang oleh syariah.®®

Disamping itu, dalam banyak kitab kaidah fikih sering ditegaskan bahwa

kaidah ini adalah pijakan dasar dalam menggapai semua bentuk maslahah

dan menolak segala jenis mafsadah. Prinsip #Lall > e piis auldll oo

sebagai pesan inti yang merupakan point pokok dan dasar pertimbangan

fugaha dalam mencetuskan hukum-hukum fikih.®

Dalam praktik di peradilan agama, kaidah ini kerap dijadikan rujukan
substantif oleh hakim dalam memutus perkara-perkara yang bersifat
diskresioner. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legal-formal,

tetapi juga dampak psikologis, sosial, dan kemanusiaan dari suatu putusan.

Dengan berlandaskan pada kaidah +Lall Cla Js adie dwldl 55, hakim

& A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, 27
6 Abdul Haq, dkk. Formulasi Nalar Figh, (Surabaya: Khalista, 2017), 213-214
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diarahkan untuk lebih mengedepankan perlindungan terhadap pihak-pihak

yang rentan dari potensi kerugian yang lebih besar.

Dalam konteks metodologi ijtihad, kaidah d> Je pdis il o)

t\._..al\ berfungsi sebagai alat pertimbangan ketika mujtahid atau hakim

dihadapkan pada dua kepentingan yang saling berlawanan. Kaidah ini
menuntut adanya analisis mendalam terhadap tingkat dan dampak mafsadah
serta maslahah yang muncul. Mafsadah yang bersifat pasti, luas, dan
berdampak jangka panjang harus lebih diutamakan untuk dicegah
dibandingkan maslahah yang bersifat sementara. Lebih lanjut, kaidah ini
juga menekankan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan
hukum. Tidak setiap kemanfaatan dapat langsung dijadikan dasar legitimasi
hukum apabila berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar.
Dengan demikian, kaidah ini mencerminkan karakter hukum Islam yang
preventif dan protektif bukan semata-mata permisif terhadap setiap klaim

kemaslahatan.
Dengan demikian, kaidah fikih L2l Cl> e pdie Wil o> dapat

diposisikan sebagai kerangka teoritik yang relevan dalam menganalisis
kebijakan dan praktik hukum Islam kontemporer. Kaidah ini tidak hanya
berfungsi sebagai prinsip normatif, tetapi juga sebagai instrumen analitis

untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan atau putusan hukum benar-benar
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selaras dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan
dan mencegah kerusakan secara berkelanjutan.
c. Konsep Maslahah dan Mafsadah

Secara umum, fugaha sering menegaskan bahwa kedatangan syariat
Islam bertujuan untuk menggapai kemaslahatan semesta dan berupaya
menghindari segala jenis mafsadah dari setiap jengkal bumi. Namun, fugaha
secara sadar mengakui bahwa jenis maslahah dan mafsadah yang murni
sebenarnya sangat sedikit jumlahnya. Hal ini pernah disinggung oleh
Izzuddin bin Abd al-Salam, beliau mengatakan bahwa yang banyak justru
pekerjaan-pekerjaan yang mengandung nilai maslahah dan mafsadah
sekaligus.%®

Dalam fokus inilah tuntunan syariah sangat diperlukan dalam memilah
dan memilih mana saja pekerjaan yang bernilai maslahah dan mana yang
tidak. Sebab bila maslahah dan mafsadah hanya kita nilai melalui nalar akal,
kemungkinan akan terjerumus dalam jurang syahwat yang besar. Karena
terkadang apa yang sebenarnya bernilai maslahah dianggap sebagai
mafsadah karena tidak sesuai dengan selera manusia, dan hal yang
hakikatnya adalah mafsadah akan dinilai maslahah karena kebetulan sesuai
dengan keinginan dan hawa nafsunya.®®

Jika ditilik secara kodrati, manusia memang mampu menilai mana yang

baik mana yang buruk dengan hati nurani dan akalnya. Sehingga ada

8 Abdul Hag, dkk. Formulasi Nalar Figh, 253
6 Abdul Haq, dkk. Formulasi Nalar Figh, 253
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sebagian golongan yang mengklaim bahwa baik dan buruknya sesuatu
ditentukan oleh akal, bukan oleh syariah. Sebaliknya, golongan sunni
menyatakan bahwa yang mampu menilai maslahah dan mafsadah secara
hakiki adalah syariah bukan manusia. Sebab, akal manusia sebenarnya
hanya mampu menilai segala sesuatu dari bentuk fisik atau lahirnya saja,
tidak sampai menjangkau hal-hal yang lebih prinsipil dan hakiki. Sementara
syariah memandang segala sesuatu dari segala aspek, baik lahir maupun
batin, hakiki dan non-hakiki.®’

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui nilai maslahah dan
mafsadah pada suatu pekerjaan. Semua penilaian itu tergantung sudut
pandang masing-masing. Tetapi secara garis besar, maslahah dapat
digambarkan sebagai pekerjaan yang bernilai baik, terpuji, dan pada
akhirnya akan membuahkan pahala di akhirat. Sebaliknya, mafsadah
merupakan bentuk pekerjaan yang bila dilakukan akan dicap buruk, menuai
cercaan dan ancaman neraka sebagai balasannya.®®

Izzuddin bin Abd al-Salam memilah antara maslahah dan mafsadah
menjadi dua kategori, pertama adalah maslahah atau mafsadah duniawi,
kedua adalah maslahah atau mafsadah ukhrawi. Maslahah kategori pertama
dapat diketahui dalam beragam cara, baik secata langsung, eksperimen,
kebiasaan, atau perspektif valid. Sedangkan maslahah kategori kedua tidak

dapat diketahui tanpa perantara syariah. Dengan demikian, al-Qur’an,

67 Abdul Haq, dkk. Formulasi Nalar Figh, 254
8 Abdul Haq, dkk. Formulasi Nalar Figh, 259-260

45



hadist, ijma’, gqiyas menjadi sarana untuk menggali nilai-nilai maslahah
yang dituntut syariah.%®

Setiap kemaslahatan memiliki tingkatan-tingkatan tertentu tentang
kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga
memiliki tingkatan-tingkatan dalam keburukan dan kemudaratannya.
Kemaslahatan dilihat dari sisi syariah bisa dibagi tiga, ada yang wajib
melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada pula yang
mubah melaksanakannya. Demikian pula kemafsadatan, ada yang haram
melaksanakan dan ada yang makruh melaksanakannya.’

Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan, dijelaskan oleh
Imam Al-Ghazali dalam al-Mustashfa’, Imam al-Syatibi dalam al-
Muwafagat, dan ulama yang sekarang seperti Abu Zabruh dan Abdul Wahab
Khalaf. Apabila disimpulkan, maka persyaratan kemaslahatan tersebut
adalah:™

1) Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syari’ah,

semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil-dalil qoth’i baik wurud
maupun dalalahnya.

2) Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu

berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak
meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan

madarat.

8 Abdul Hag, dkk. Formulasi Nalar Figh, 260
0 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, 27-28
1 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, 29-30
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3) Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan
kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa
dilaksanakan.

4) Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar
masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Adapun tingkatan-tingkatan kedharuratan yang berhubungan dengan

kaidah ini ada lima macam, yaitu:"2

1) Darurat, yaitu keadaan seseorang yang apabila tidak segera mendapat
pertolongan, maka diperkirakan bisa mmebahayakan jiwa.

2) Hajat, yaitu keadaan yang sekiranya tidak segera ditolong,
menyebabkan kepayahan, tetapi tidak sampai menyebabkan
kematian.

3) Manfaat, yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan hidup yang
layak.

4) Zienah, yaitu suatu kebutuhan seperti kebutuhan orang yang terpaksa
makan nasi dengan lauk sederhana, padahal ia menginginkan lauk
yang mewah.

5) Fudhul, yaitu suatu kebutuhan sebagaimana kebutuhan orang yang
bisa makan dengan cukup, tetapi masih menginginkan berlebih-
lebihan, sehingga menyebabkan ia makan-makanan yang haram atau

subhat.

72 Muhammad Harfin Zuhdi, Qawa 'id Fighiyah, (NTB: CV Elhikam Press Lombok, 2023), 148
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Dalam kalangan fugaha, diskursus seputar persoalan siapa yang
berwenang menentukan nilai maslahah dan mafsadah juga sangat semarak.
Namun secara umum, fugaha sepakat bahwa cara menentukan nilai
maslahah dan mafsadah pada satu pekerjaan harus melalui panduan syariah.
Ketetapan ini akan menemukan relevansinya jika pihak yang mencari
hakikat maslahah dan mafsadah itu adalah seorang mugallid bukan
mujtahid. Sebab dia akan kesulitan menggali rahasia terdalam syariah akibat
keterbatasan pengetahuannya pada ajaran Islam. Sebab itulah dia
diharuskan untuk mengikuti hasil ijtihad para mujtahid madzhabnya, supaya
dalam menemukan hakikat maslahah itu ia tidak terjerumus pada jurang
kesesatan. Karena pada dasarnya, maslahah dan mafsadah muncul karena
ditentukan oleh al-Qur’an dan hadits sebagai dasar pengambilan hukum
sehingga menimbulkan konsekuensi bahwa selain mujtahid tidak
diperbolehkan menentukannya sendiri.”

Allah SWT sama sekali tidak memberikan hak kepada mereka untuk
mengetahuinya, sekaligus mereka juga tidak dituntut untuk mengetahui hal-
hal yang hanya mampu diketahui olen Allah dan Rasul-nya. Seorang
mujtahid hanya diberi kemampuan berupa pengetahuan atas maslahah dari
zahir nash, bukan rahasia tersembunyi dari zahir nash. Jika ini disepakati,
maka para mujtahid memang telah diberi kemampuan oleh Allah SWT
untuk bisa menelisik nilai maslahah syariah berdasarkan zahir nash.

Berbeda dengan orang awam yang sama sekali tidak mempunyai

3 Abdul Haq, dkk. Formulasi Nalar Figh, 263
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kemampuan, walaupun sekedar untuk menyingkap nilai maslahah dari zahir
nash.’*

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa hal-hal yang dilarang dan
membahayakan lebih utama untuk ditangkal, daripada berusaha untuk
meraih kebaikan dengan mengerjakan perintah-perintah agama, sementara

disisi lain kita membiarkan terjadinya kerusakan.”

74 Abdul Hagq, dkk. Formulasi Nalar Figh, 263-264
5 Abdul Haq, dkk. Formulasi Nalar Figh, 237-238
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BAB |11

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara
bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis
data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik,
gejala, atau isu tertentu. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data sesuai uraian yang

akan dijelaskan oleh peneliti berikut ini.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris
adalah penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam
masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai
perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis dan dialami setiap
orang dalam kehidupan bermasyarakat.’®

Penelitian ini relevan digunakan karena peneliti membutuhkan interaksi
langsung dengan objek penelitian yang dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan
Agama Mojokerto yang selanjutnya akan diwawancarai tentang pertimbangannya

dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin.

B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun penjelasan dari
pendekatan kualitatif adalah prosedur pendekatan yang digunakan untuk

mengumpulkan data berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan

6 Muhaimin, Metodologi Penelitian Hukum, (NTB: Mataram University Press, 2020), 80
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perilaku yang diamati.”” Penelitian ini relevan digunakan karena peneliti akan
mengumpulkan data mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto

dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin melalui wawancara.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Mojokerto Kelas 1A yang
terletak di Jalan Prajurit Kulon No.17, Mergelo, Prajurit Kulon, Kec. Prajurit
Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Alasan memilih Pengadilan Agama
Mojokerto sebagai tempat penelitian ini karena angka pengajuan perkara
permohonan dispensasi kawin di daerah ini masih relatif tinggi meskipun angka
pengajuan dispensasi kawin selama 4 tahun kebelakang telah mengalami
penurunan. Selain itu, kemudahan akses terhadap lokasi dan keterbukaan pihak
pengadilan terhadap penelitian turut menjadi alasan pendukung dalam pemilihan

Pengadilan Agama Mojokerto sebagai tempat penelitian ini.

D. Sumber Data
1. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber utama
dalam penelitian empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan
data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai
narasumber.’®
Data primer dalam penelitian ini adalah arsip laporan perkara yang diputus

di Pengadilan Agama Mojokerto mengenai perkara dispensasi kawin yang

7 Muhaimin, Metodologi Penelitian Hukum, 28
8 Muhaimin, Metodologi Penelitian Hukum, 89
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dalam pertimbangan hakim menggunakan kaidah <> s sdie awlall o)

tbal\ (terhitung mulai Juli-September 2025). Dalam melakukan wawancara,

peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah
teknik sampling non-probabilitas dimana peneliti memilih sampel berdasarkan
pertimbangan dan tujuan tertentu. ”® Maka, peneliti menentukan informan

dengan beberapa pihak sebagai berikut:

Tabel 3.1
Daftar Informan Wawancara
No Nama Jabatan
1 Ruslan Saleh, S.Ag, M.H Wakil Ketua Pengadilan

Agama Mojokerto

2 | Alvia Agustina Rahmah, S.H Hakim Madya Muda
Pengadilan Agama
Mojokerto

2. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang berasal dari kepustakaan atau bahan
hukum.® Adapun data sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut:
a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
b. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
c. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 tahun 2019 tentang

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

79 Lisdiana, dkk. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: PT. Penamuda Media, 2024), 78
8 Muhaimin, Metodologi Penelitian Hukum, 111
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d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman

e. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

f. Kompilasi Hukum Islam

g. Jurnal hukum yang relevan

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk
memperoleh data yang diperlukan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini
adalah

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian
dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan
untuk mendapatkan informasi.®' Teknik pengumpulan data dalam bentuk
komunikasi yang verbal dengan memberikan pertanyaan yang berhubungan
dengan objek penelitian dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari yang
diwawancarai. Dengan metode ini, peneliti mendapatkan data yang real karena
peneliti terjun langsung dan berinteraksi dengan informan. Dalam penelitian
ini yang menjadi informan yaitu hakim Pengadilan Agama Mojokerto.
Penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara sistematik, yaitu

wawancara yang teratur dimana pertanyaan yang diajukan kepada informan

8 Muhaimin, Metodologi Penelitian Hukum, 95
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harus sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan tidak boleh

berubah selama proses wawancara berlangsung.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode yang datanya dikumpulkan
secara langsung dari Pengadilan Agama Mojokerto. Seperti foto-foto, arsip,
dan laporan kegiatan yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini,

peneliti akan mengumpulkan data perkara dispensasi kawin yang dikabulkan

dengan menggunakan kaidah #+Lall (- Js adie Julill o) dari Triwulan 111

tahun 2025.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul, peneliti akan menganalisis dan mengolah data
tersebut untuk menjawab permasalahan dan menyimpulkan fakta sekaligus realita
pada penelitian. Pengolahan data yang telah terkumpul dilakukan dengan beberapa
teknik, yakni sebagai berikut:

1. Edit

Tahap editing merupakan langkah pertama yang dilakukan peneliti setelah
mengumpulkan data yang diperoleh dari wawancara dengan informan di
lapangan. Data yang telah diperoleh akan ditelaah lagi dan diperbaiki apabila
masih ada yang kurang jelas. Peneliti akan menelaah kembali mulai dari segi

kelengkapan, kejelasan makna, keterkaitan dengan tema peneliti, serta

54



relevansinya dengan data-data yang lain.®? Dalam proses ini, peneliti ingin

memeriksa terkait kekonsistenan penerapan kaidah <> Je adis il o)

tL——*A‘ dalam setiap putusan perkara permohonan dispensasi kawin yang

dikabulkan mulai bulan Juli sampai bulan September tahun 2025 di Pengadilan

Agama Mojokerto.
2. Klasifikasi data

Setelah peneliti mengoreksi terkait data yang telah diperoleh dan sudah
sesuai dengan permasalahan yang ada, maka tahap selanjutnya adalah
klasifikasi. Pengolahan data Klasifikasi yaitu melakukan pengelompokan
terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas atau
peristiwa hukum yang sama atau yang dianggap sama.® Tujuannya supaya
data yang diperoleh dari lapangan dapat disusun secara sistematis sesuai fokus
penelitian. Melalui klasifikasi ini, peneliti dapat menata hasil wawancara
menjadi lebih terarah, logis, dan siap untuk dianalisis lebih lanjut pada tahap

berikutnya.

Data dikelompokkan berdasarkan tipologi jawaban karena beberapa
penyampaian informan memiliki kesamaan. Pengelompokan data yang
dilakukan peneliti memperoleh jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah

yang telah dibuat, yaitu pandangan hakim dalam mengimplementasikan kaidah

82 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 125
8 Muhaimin, Metodologi Penelitian Hukum, 104
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tlall Gl e piis u Wil o5 pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan

Agama Mojokerto dan faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam

menggunakan atau tidak menggunakan kaidah #Lall Clo Je adide uldll o

sebagai dasar pertimbangan hukum pada perkara dispensasi kawin.
3. Verifikasi data

Verifikasi data merupakan proses untuk memastikan kebenaran, keakuratan,
dan konsistensi data yang diperoleh dari informan sebelum dilakukan analisis
lebih lanjut. Verifikasi data bertujuan untuk menilai sejauh mana hasil
wawancara mencerminkan kondisi sebenarnya dan dapat dipertanggung
jawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, verifikasi data dilakukan
berdasarkan triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik yang digunakan
untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil penelitian dengan
menggunakan berbagai sumber, metode, atau perspektif dalam pengumpulan

dan analitis data.?

Verifikasi data penelitian ini dilakukan dengan cara menggabungkan antara

hasil wawancara yang didapat dari hakim Pengadilan Agama Mojokerto

dengan kaidah fikih FL_2ll (o Je siis u_wlill ;5 dan di elaborasikan

dengan perkara dispensasi kawin.

8 Lisdiana, dkk. Metodologi Penelitian Kualitatif, 90
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4. Analisis data

Setelah data dikumpulkan melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi, dan
verifikasi data, peneliti melanjutkan tahap analisis data. Analisis data
merupakan proses telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan
teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana, analisis data
disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, dapat berarti menentang,
mengkritik, mendukung, menambah, atau memberi komentar terhadap hasil
penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang dikuasainya.®® Hal ini
dilakukan supaya bisa mencapai apa yang ingin diteliti oleh peneliti hingga

memiliki nilai akademik dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan
dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data-data yang sudah
terkumpul. Pada tahapan ini, peneliti menyempurnakan data yang diterima dari

hakim Pengadilan Agama Mojokerto dengan menggunakan perspektif kaidah

tl—all Cd> e piie WLl ;5 dalam pengabulan perkara permohonan

dispensasi kawin.
5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam sebuah penelitian yang

mencakup jawaban dari pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

8 Sigit Sapto Nugroho, dkk. Metodologi Riset Hukum, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 93
8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (Ul-
Press), 2006), 264
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Kesimpulan dibuat berdasarkan hasil pengolahan dan penafsiran data yang
telah dikumpulkan supaya menghasilkan jawaban yang jelas dan dapat

dipertanggungjawabkan. Pada tahap ini, peneliti akan menyimpulkan

bagaimana implementasi kaidah +L—2ll Cdx e piis il o> dalam

pertimbangan hakim pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama

Mojokerto.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian
1. Profil Pengadilan Agama Mojokerto

Pengadilan Agama Mojokerto merupakan salah satu dari empat
lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung RI, yang
melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai pelayan masyarakat yang
mencari keadilan yang sesuai dengan amanat pada pasal 24 ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 vyaitu
‘Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum,
Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan
Peradilan Tata Usaha, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”®’

Pengadilan Agama Mojokerto dibentuk berdasarkan Staatsblad
1882 Nomor 152 Surat Keputusan Raja Belanda No. 24 tanggal 19 Januari
1882. Pada waktu itu namanya masih Jawatan Kepenghuluan, kemudian
terjadi perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang
Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Luar Jawa-
Madura.®®

Pengadilan Agama Mojokerto sudah ada sejak tahun 1882 vyaitu

berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152 dimana waktu itu namanya

87 https://www.pa-mojokerto.go.id/, diakses tanggal 25 Desember 2025
8 https://www.pa-mojokerto.go.id/, diakses tanggal 25 Desember 2025
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Kepenghuluan yang waktu itu masih menjadi satu dengan Residen/Bupati
dan menempati salah satu ruangan di Pendopo Kabupaten yang bernama
ruang pusaka dan menjadi Ketua/Kepala Penghulu waktu itu adalah K.H
Zulkifli yang berlangsung hingga tahun 1892 dan pada tahun 1892 ketua
selanjutnya dijabat oleh Kyai Abdullah hingga masa penjajahan.
Pengadilan Agama Mojokerto saat itu masih tetap berada di Lingkungan
Pendopo Kabupaten Mojokerto.?®

Pada tahun 1942 (pada zaman penjajahan Jepang), lokasi/kantor
Kepenghuluan/Pengadilan Agama pindah dari ruang pusaka pendopo
Kabupaten Mojokerto ke Serambi sebelah utara Masjid Jami’ Al-Fatah
Mojokerto. Ditempat ini Pengadilan Agama tetap melaksanakan tugasnya
hingga sampai masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, Pengadilan
Agama Mojokerto masih tetap bertempat di Serambi Masjid Jami’ Al-
Fatah.%

Pada tahun 1971, Pengadilan Agama Mojokerto pindah tempat dari
Serambi Masjid Jami’ Al-Fatah ke Desa Sooko yaitu menempati/menjadi
satu dengan Kantor Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Mojokerto
hingga tahun 1974. Pada pertengahan tahun 1974, Pengadilan Agama
Mojokerto pindah ruangan dari salah satu ruangan Departemen Agama

pindah ke Aula Departemen Agama namun masih dalam satu atap. Di Aula

8 https://www.pa-mojokerto.go.id/, diakses tanggal 25 Desember 2025
% https://www.pa-mojokerto.go.id/, diakses tanggal 25 Desember 2025
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ini, Pengadilan Agama Mojokerto melaksanakan sidang-sidangnya hingga
tahun 1979.%
Pada tahun 1979, Pengadilan Agama Mojokerto menempati Rumah
Dinas pemberian (hibah) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto
yang lokasinya masih satu komplek dengan Departemen Agama (rumah
dinas dijadikan sebagai kantor). Baru pada tahun 1980, Pengadilan Agama
mendapat proyek untuk balai sidang Pengadilan Agama Mojokerto yang
lokasinya didepan rumah dinas yang sedang ditempati sebagai kantor saat
itu, yang selanjutnya antara rumah dinas pemberian Pemerintah Daerah
tersebut dengan Balai Sidang disambung menjadi satu atap hingga
sekarang.%
2. Fungsi Pengadilan Agama Mojokerto
Dalam Melaksanakan tugas-tugas pokoknya, Pengadilan Agama
Mojokerto memiliki fungsi sebagai berikut:*3
a. Fungsi Mengadili, yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara
yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama didaerah hukum masing-
masing sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama
b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan

tugas dan tingkah laku hakim, panitera/sekretaris, dan seluruh

91 https://www.pa-mojokerto.go.id/, diakses tanggal 25 Desember 2025
92 https://www.pa-mojokerto.go.id/, diakses tanggal 25 Desember 2025
9 https://www.pa-mojokerto.go.id/, diakses tanggal 25 Desember 2025
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jajarannya sesuai Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama serta terhadap pelaksanaan administrasi umum sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman

Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan, dan
petunjuk kepada jajarannya baik terkait tugas teknis, administrasi
umum, maupun administrasi peradilan sesuai dengan Pasal 53 ayat 3
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi
kepaniteraan pada perkara tingkat pertama serta penyitaan dan
eksekusi, perkara banding, kasasi, dan peninjuan kembali serta
administrasi peradilan lainnya. Selain itu itu memberikan pelayanan
administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Peradilan
Agama.

Fungsi Nasehat, yaitu memberikan penjelasan, pertimbangan, dan
nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah
hukum tersebut apabila diminta. Hal ini sesuai dengan Pasal 52 ayat 1

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
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3. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Mojokerto adalah terwujudnya Pengadilan
Agama Mojokerto yang agung. Dalam mewujudkan visi tersebut, tentunya
memiliki misi-misi yang diantaranya yaitu:®*
a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Mojokerto
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari

keadilan

c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Mojokerto
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama

Mojokerto

% https://www.pa-mojokerto.go.id/, diakses tanggal 25 Desember 2025
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4. Struktur Organisasi
Dalam Menjalankan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Agama

Mojokerto memiliki jajaran struktur organisasi diantaranya sebagai berikut:

I KETUA
NI 0 Avar isiantomo. wu e
SR .

|

WAKIL KETUA

| 4 ©° UL oA
PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO
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B. Analisis dan Paparan Data

1. Pandangan hakim dalam mengimplementasikan kaidah J—wll ¢y

¢\ —all Gl Je pids pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan

Agama Mojokerto

Perkara dispensasi kawin merupakan salah satu perkara yang
menempatkan hakim pada posisi strategis sekaligus dilematis. Di satu sisi,
hakim terikat pada ketentuan hukum positif yang secara tegas mengatur
batas usia perkawinan. Di sisi lain, hakim dihadapkan pada realitas sosial
yang kompleks, terutama ketika permohonan dispensasi kawin diajukan

dengan alasan-alasan yang dianggap mendesak oleh pemohon. Dalam

konteks inilah, kaidah fikih +Lall (> e pdie Lulill ¢ )> menjadi relevan

untuk dianalisis, khususnya terkait sejauh mana kaidah tersebut
diimplementasikan oleh hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam
memutus perkara dispensasi kawin.

Berdasarkan kerangka teori yang telah dibangun pada bab

sebelumnya, kaidah # L2l Cl> s aids u_lill )5 diposisikan sebagai

prinsip fundamental dalam hukum Islam yang menekankan prioritas dalam
pencegahan kemudharatan dibandingkan perolehan kemaslahatan. Kaidah
ini secara teoritik sejalan dengan tujuan hukum Islam, terutama dalam hal

perlindungan jiwa, akal, dan keturunan. Dalam perkara dispensasi kawin,
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objek perlindungan utama adalah anak yang secara yuridis dan psikologis
masih berada dalam fase rentan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama

Mojokerto menunjukkan bahwa kaidah L2l > e aide dwlill oo

tidak diposisikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam memutus
perkara dispensasi kawin. Hal ini sesuai pernyataan dari bapak Ruslan
Saleh, S.Ag, M.H selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, beliau
mengatakan:
“kaidah tersebut bukan menjadi faktor utama dalam mengabulkan
perkara dispensasi. Kaidah tersebut hanya menjadi faktor
pendukung hakim saat mengabulkan perkara dispensasi. Yang
menjadi faktor utama hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi
kawin tetap kepada undang-undang”.%®
Dari pernyataan yang disampaikan bapak Ruslan Saleh dapat

dipahami bahwa secara praktik, hakim menempatkan hukum positif sebagai

rujukan utama, sementara kaidah & Lall o Js adde Luldl )5 berfungsi

sebagai penguat nilai atau landasan filosofis yang bersifat kontemporer.
Temuan ini penting karena menegaskan adanya hierarki pertimbangan
hukum dalam praktik peradilan agama, di mana norma hukum positif

memiliki kedudukan dominan, sedangkan norma fikih berperan sebagai

% Ruslan Saleh, wawancara, (Mojokerto, 6 Januari 2026)
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legitimasi substantif. Dapat dipahami bahwa konsep mafsadah dan
maslahah tidak digunakan secara terminologis sebagaimana dalam literatur
fikih. Namun demikian, subtsansi dari kedua konsep tersebut secara implisit
hadir dalam pertimbangan hakim.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh ibu Alvia Agustina
Rahmah, S.H selaku Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Mojokerto,
beliau mengatakan:

“kaidah tersebut bukanlah pertimbangan utama hakim dalam

mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Setiap hakim

memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait kelayakan
pengabulan perkara dispensasi yang diajukan.”®®

Meskipun demikian, ibu Alvia Agustina Rahmah menegaskan
bahwa substansi kaidah tersebut sejatinya selaras dengan pola pikir hakim
saat memutus perkara dispensasi kawin. Hakim tidak semata-mata
mempertimbangkan alasan permohonan yang diajukan oleh pemohon,
tetapi menggali secara mendalam potensi resiko dan dampak jangka panjang
yang mungkin timbul apabila perkawinan tetap dilangsungkan. Resiko
tersebut mencakup aspek kesiapan mental, pendidikan, serta stabilitas
rumah tangga di masa depan.

Terjadinya perbedaan pandangan diantara hakim terkait pengabulan
perkara dispensasi yang diajukan karena para hakim harus

menyeimbangkan segala aspek yang sering kali bertubrukan, seperti

% Alvia Agustina Rahmah, wawancara, (Mojokerto, 22 Desember 2025)
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perlidungan terhadap sang anak, nilai-nilai moral atau agama, dan realitas
sosial saat persidangan yang mencakup kesiapan ekonomi pemohon,
rekomendasi dari psikolog atau dinas terkait, serta tidak adanya unsur
paksaan dari orang tua.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

Kawin yang menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini

secara substansial memiliki kesesuaian dengan kaidah e sdis dwlil) ¢)s

thal\ > karena sama-sama mengedepankan pencegahan dampak negatif

bagi anak sebagai prioritas utama. Hakim dituntut untuk menggali fakta
secara komprehensif termasuk mendengarkan secara langsung keterangan
anak, orang tua, serta mempertimbangkan rekomendasi dari pihak terkait.
Hal ini disampaikan oleh ibu Alvia Agustina Rahmah saat wawancara
dengan peneliti, ibu Alvia Agustina Rahmah mengatakan:
“PERMA jelas mengarahkan kami supaya berhati-hati. Jangan
sampai karena alasan sosial atau tekanan keluarga, justru anak yang
jadi korban. Dari sinilah prinsip kaidah tersebut dirasa selaras.””®’
Dari penjelasan yang dituturkan oleh ibu Alvia Agustina Rahmah,
bahwa pandangan tersebut menunjukkan adanya integrasi antara norma

hukum positif dan prinsip hukum Islam dalam pertimbangan hakim.

7 Alvia Agustina Rahmah, wawancara, (Mojokerto, 22 Desember 2025)
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Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dirasa sangat selaras dengan

kaidah #Lall Cl s adde wulill <> karena aturan tersebut dibuat untuk

mencegah dampak yang buruk yang jauh lebih besar akibatnya
dibandingkan mengejar manfaat sesaat. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tidak

mempersulit penikahan, melainkan sebagai media untuk menahan keadaan

darurat. Aturan ini sejalan dengan kaidah FLall > e pdie L wlill <)o

karena memprioritaskan keselamatan jiwa, agama, akal, keturunan, dan
masa depan anak dari bahaya pernikahan dini daripada sekedar
mengabulkan keinginan formal pernikahan.

Lebih lanjut, hakim Pengadilan Agama Mojokerto memiliki
pemahaman kritis terhadap alasan-alasan permohonan dispensasi kawin
yang diajukan oleh pemohon. Banyak permohonan diajukan dengan dalih
kemaslahatan jangka pendek, seperti menghindari aib keluarga atau
menghindari  tekanan lingkungan sosial akibat hamil sebelum
melangsungkan pernikahan. Namun, hakim menilai bahwa alasan-alasan
tersebut harus diuji secara kritis dengan mempertimbangkan potensi
kemudaratan yang lebih besar. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh ibu

Alvia Agustina Rahmah, beliau mengatakan:
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“kalau hanya alasan malu atau desakan lingkungan, itu belum tentu
maslahat. Bisa jadi malah menimbulkan mudarat yang lebih besar
ke depannya.”®®

Dari penjelasan yang disampaikan oleh ibu Alvia Agustina Rahmah

menunjukkan bahwa hakim melakukan proses penilaian yang sejalan

dengan kaidah #L_all Cl> e piis u_wlill 5, yakni membandingkan

antara kemaslahatan yang diklaim oleh pemohon dengan potensi
kemudharatan jangka panjang yang dapat timbul. Dalam banyak kasus,
kemaslahatan yang diajukan pemohon bersifat sementara dan sosial,
sementara kemudharatan yang berpotensi muncul justru berdampak pada
masa depan anak, seperti putus sekolah, ketidaksiapan mental, hingga

potensi konflik rumah tangga.

Penerapan kaidah #Lall (o Js auie Julil ¢ )> dalam dispensasi

kawin menuntut hakim untuk melihat dampak jangka panjang dari
perkawinan usia dini, tidak hanya manfaat sesaat yang bersifat situasional.
Perkawinan yang dilakukan ketika kesiapan mental, psikologis, dan sosial
belum terpenuhi dapat berpotensi melahirkan berbagai mafsadah seperti
ketidakstabilan rumah tangga, putusnya pendidikan, serta gangguan
perkembangan anak. Oleh karena itu, hakim tidak cukup hanya

mempertimbangkan adanya maslahah yang tampak di permukaan, tetapi

% Alvia Agustina Rahmah, wawancara, (Mojokerto, 22 Desember 2025)
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harus memastikan bahwa perkawinan tersebut tidak justru membuka ruang
bagi kerusakan yang lebih besar di kemudian hari.
Dengan demikian, dispensasi kawin tidak dapat dipahami sebagai

bentuk pengecualian yang berdiri sendiri, melainkan sebagai instrumen

hukum yang tunduk pada prinsip FlL—all ol e pdie u_wlill 4y,

Pemberian dispensasi hanya dapat dibenarkan apabila secara objektif dapat
dibuktikan bahwa penolakan perkawinan justru menimbulkan mafsadah
yang lebih besar daripada perkawinan itu sendiri. Sebaliknya, apabila
perkawinan berpotensi menimbulkan kerusakan yang jangka panjang, maka
penolakan dispensasi merupakan bentuk penerapan kaidah fikih tersebut
secara konsisten dan bertanggung jawab dalam praktik peradilan.

Hakim di Pengadilan Agama Mojokerto memiliki pemahaman
bahwa konsep maslahah dan mafsadah tidak dipahami semata-mata sebagai
konsep normatif fikih, tetapi sebagai alat pertimbangan hakim secara
substantif dalam pengambilan keputusan hukum. Hakim menegaskan
bahwa dalam peradilan, maslahah tidak selalu identik dengan keinginan
atau kepentingan para pihak saja, melainkan kemanfaatan yang dinilai
secara objektif berdasarkan dampak sosial dan hukum. Dalam wawancara,
ibu Alvia Agustina Rahmah memberikan pengertian bahwa:

“maslahah bagi kami sebagai hakim bukan hanya yang dianggap

baik oleh pemohon, tetapi apa yang secara rasional dapat menjaga
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masa depan para pihak, terutama anak jika dalam kasus

dispensasi.”®

Pernyataan ibu Alvia Agustina Rahmah tersebut menunjukkan
bahwa maslahah dalam perspektif hakim mengalami pengayaan makna, dari
yang semula bersifat normatif menjadi empiris dengan mempertimbangkan
realitas sosial dan psikologis yang muncul dalam persidangan. Sementara
itu, mafsadah dipahami oleh hakim sebagai segala sesuatu yang dapat
mengancam kepentingan dasar manusia, meskipun kerusakan tersebut
belum terjadi. Hakim menekankan dalam konteks peradilan, mafsadah tidak
harus menunggu akibat secara nyata, tetapi cukup melihat adanya indikasi
kuat yang dapat dibuktikan melalui fakta saat persidangan. Hal ini
sebagaimana disampaikan oleh ibu Alvia Agustina Rahmah sebagai berikut:

“pbanyak mafsadah itu belum kelihatan sekarang, tetapi tanda-

tandanya sudah kelihatan seperti ketidaksiapan mental, ekonomi

belum stabil, emosi yang belum matang. Itu semua bagi kami sudah
termasuk kategori mafsadah.”1%

Dari penjelasan yang disampaikan oleh ibu Alvia Agustina Rahmah
menunjukkan bahwa pengertian maslahah dan mafsadah menurut hakim itu
bentuk penerapan dari pengertian maslahah dan mafsadah menurut fikih.
Maslahah  menurut  hakim adalah  kemanfaatan yang dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum, baik menurut syariat maupun

% Alvia Agustina Rahmah, wawancara, (Mojokerto, 22 Desember 2025)
100 Alvia Agustina Rahmah, wawancara, (Mojokerto, 22 Desember 2025)
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dampak sosialnya. Begitu pula mafsadah, mafsadah menurut hakim adalah
segala sesuatu yang mencakup resiko dan membawa kerusakan yang jelas
serta nyata. Dalam fikih Islam, maslahah dipahami sebagai hal yang
membawa manfaat dan kebaikan, sedangkan mafsadah dipahami sebagai
segala bentuk kemudharatan yang berpotensi merusak tujuan pokok
syari’at.1t

Hakim memaknai maslahah sebagai perlindungan kepentingan
terbaik bagi anak, keberlangsungan pendidikan, dan kesiapan mental
psikologis. Sedangkan mafsadah dipahami sebagai resiko jangka panjang
berupa ketidakmatangan mental, potensi konflik rumah tangga, dan dampak
sosial yang merugikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
maslahah dan mafsadah yang dimaksudkan oleh fikih pada hakikatnya sama
dengan konsep yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Mojokerto
dalam memutus perkara dispensasi kawin, meskipun diekspresikan dalam
pendekatan yang berbeda.

Dalam kerangka teori tentang dispensasi kawin, terdapat hadits Nabi
SAW yang artinya ‘Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang
sudah sanggup untuk menikah, maka hendaklah ia menikah’. Kalimat ‘siapa
diantara kalian yang sudah sanggup untuk menikah, maka hendaklah ia
menikah’ menunjukkan bahwa anjuran menikah bersifat kondisional. Kata

sanggup (al-ba’ah) tidak hanya merujuk kepada kesiapan biologis semata,

101 Agus Hermanto, Magashid Al-Syari’ah, 32
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tetapi juga mencerminkan kesiapan menyeluruh untuk menjalankan
tanggung jawab perkawinan.

Ketidaksiapan mental dapat terlihat dari belum matangnya pola pikir
dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan konflik. Emosi yang belum
stabil juga berpotensi untuk memicu pertengkaran yang berulang, kekerasan
dalam rumah tangga, dan menghambat terciptanya ketenangan (sakinah)
dalam rumah tangga. Sementara itu, ekonomi yang belum mapan juga dapat
menimbulkan tekanan sosial dan psikologis, ketergantungan finansial, dan
konflik nafkah yang pada akhirnya menganggu keharmonisan keluarga.
Ketiga aspek ini merupakan bagian integral dari makna ‘sanggup untuk
menikah’.

Lebih lanjut, ketiga aspek tersebut tidak hanya menunjukkan belum
terpenuhinya makna ‘sanggup untuk menikah’, tetapi juga dapat
dikategorikan sebagai mafsadah jangka panjang yang harus dicegah. Ketiga
aspek tersebut memiliki implikasi langsung terhadap keberlangsungan
rumah tangga dan berpotensi melahirkan kerusakan yang bersifat sistemik
atau keseluruhan, bukan hanya sementara. Ketiga mafsadah tersebut bersifat
jangka panjang karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan,
tetapi juga berdampak pada lingkungan sosial yang lebih luas. Oleh karena
itu, pencegahan terhadap ketiga mafsadah tersebut menjadi bagian dari
upaya untuk menghindari kerusakan yang lebih besar, sejalan dengan
prinsip kehati-hatian dalam ajaran Islam yang menempatkan penghilangan

mafsadah sebagai prioritas sebelum mengejar kemaslahatan.
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Secara analitis, temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa
hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam memutus perkara dispensasi
kawin tidak semata-mata berpegang pada pertimbangan formal usia,
melainkan menempatkan aspek perlindungan anak dan pencegahan dampak
negatif sebagai pertimbangan utama. Hakim secara aktif menilai kesiapan
mental, psikologis, dan sosial anak, serta mempertimbangkan konsekuensi
jangka panjang dari perkawinan usia dini. Pendekatan ini menunjukkan
bahwa hakim tidak bersikap pasif, melainkan menjalankan tindakan
pencegahan dalam rangka mencegah timbulnya permasalahan hukum dan
sosial di kemudian hari.

Secara konseptual, pemahaman hakim mengenai maslahah dan
mafsadah dalam dispensasi kawin pada hakikatnya sejalan dengan konsep
maslahah dan mafsadah dalam fikih Islam. Substansi pertimbangan hakim
mencerminkan upaya untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah
kemudharatan sebagaimana dirumuskan dalam kaidah-kaidah fikih. Dengan
demikian, perbedaan antara fikih dan pandangan hakim Pengadilan Agama
Mojokerto lebih terletak pada aspek bahasa dan kerangka normatif yang

digunakan, bukan pada tujuan dan substansi nilai yang hendak dicapai.

Lebih lanjut, penerapan kaidah t\_@&\ e e pdie sl ¢

dalam perkara dispensasi kawin tampak bekerja secara implisit dalam
pertimbangan hakim. Hakim tidak menjadikan kemaslahatan yang bersifat

jangka pendek sebagai dasar tunggal, melainkan menempatkan pencegahan
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terhadap mafsadah jangka panjang sebagai prioritas utama.'’? Oleh karena
itu, dapat disimpulkan bahwa pandangan hakim Pengadilan Agama

Mojokerto dalam menangani dispensasi kawin pada dasarnya

mencerminkan penerapan kaidah fikih fLall (o e siis dwlill )5 dan

menunjukkan adanya keselarasan antara hukum Islam dan praktik peradilan
dalam upaya mewujudkan keadilan substantif serta perlindungan terhadap
anak.

Tabel 4.1
Pandangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Dalam

Mengimplementasikan Kaidah ¢ Lab! o s auds Awldll ¢y

No Nama Jabatan Pandangan Hakim Pengadilan
Agama Mojokerto
1 Ruslan Saleh, | Wakil Ketua | Bukan pertimbangan utama dalam
S.Ag, M.H Pengadilan mengabulkan perkara dispensasi
Agama Mojokerto
2 Alvia Hakim Madya | Bukan pertimbangan utama dalam
Agustina Muda Pengadilan | mengabulkan perkara dispensasi
Rahmah, S.H | Agama Mojokerto

Secara garis besar berdasarkan hasil wawancara, tampak bahwa
hakim Pengadilan Agama Mojokerto membangun pertimbangan hukum

dalam kerangka hukum positif dan tanggung jawab yudisial, bukan dalam

kerangka fikih normatif. Hubungan antara kaidah > Js siie duldl ¢

tL—“‘l‘ dan praktik dispensasi kawin lebih tepat dipahami sebagai

keselarasan cara berpikir, bukan sebagai hubungan sebab-akibat langsung.

102 Abdul Hag, dkk. Formulasi Nalar Figh, 237-238
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Meskipun kaidah tersebut tidak dirujuk secara eksplisit oleh hakim,
orientasi kehati-hatian, pencegahan risiko, dan perlindungan kepentingan
anak yang tampak dalam pertimbangan mereka berjalan searah dengan
logika kaidah tersebut.

Dari sudut pandang tujuan hukum Islam (magashid syariah), kaidah
ini juga sejalan dengan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan, sehingga
dalam konteks dispensasi kawin tidak selalu bermakna penolakan, tetapi
bisa menjadi dasar untuk memilih opsi hukum yang paling kecil
mudaratnya. 1 Dalam kondisi tertentu, justru penolakan dispensasi
berpotensi melahirkan masalah yang lebih besar, sehingga pemberian
dispensasi dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar hukum untuk mencegah

kerusakan yang lebih luas, meskipun secara normatif perkawinan usia dini

bukan kondisi ideal. Dengan begitu, kaidah }Lall Cl s auide dnlill ¢

tidak hanya hadir sebagai prinsip pembatas, tetapi juga sebagai kerangka
nilai yang membantu memahami arah kebijakan hakim dalam praktik

dispensasi kawin.

103 Agus Hermanto, Magashid Al-Syari’ah, 32
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menggunakan atau

tidak menggunakan kaidah L2l Cl> Je pdis il 5> sebagal

dasar pertimbangan hukum pada perkara dispensasi kawin

Setelah pada rumusan masalah pertama menjelaskan bagaimana

pemahaman dan penerapan substansi kaidah <J> e sade il ¢

tt_A\ dalam praktik pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama

Mojokerto, maka pembahasan pada rumusan masalah kedua ini diarahkan
untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam
menggunakan atau tidak menggunakan kaidah tersebut sebagai dasar
pertimbangan hukum. Dengan demikian, fokus analisis tidak lagi terletak
pada substansi kaidah, melainkan pada kondisi-kondisi normatif, subjektif,
dan sosiologis yang membentuk sikap dan pilihan hakim dalam

merumuskan pertimbangan hukumnya.

Analisis faktor-faktor ini menjadi penting karena dalam praktik
peradilan agama, tidak semua nilai hukum Islam yang substantif selalu
diekspresikan secara eksplisit dalam bentuk kaidah fikih. Dalam konteks
dispensasi kawin, hakim sering kali menggunakan terminologi hukum

positif seperti kepentingan terbaik bagi anak atau kemaslahatan, tanpa

secara langsung menyebutkan kaidah Lall Cl> e aide duldll )5, Oleh

karena itu, rumusan masalah kedua ini berupaya untuk menjelaskan
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mengapa kondisi tersebut terjadi dan faktor apa saja yang mempengaruhi

pilihan hakim tersebut.

a. Faktor yuridis normatif
Faktor yuridis normatif merupakan faktor paling mendasar yang

mempengaruhi hakim dalam menggunakan atau tidak menggunakan

kaidah +l_all Cl> s puie d_lill )5 sebagai dasar pertimbangan

hukum dalam perkara dispensasi kawin. Hal ini tampak dari fakta
bahwa kaidah tersebut disebutkan secara eksplisit dalam pertimbangan
hukum hakim saat mengabulkan permohonan dispensasi kawin.
Penyebutan eksplisit ini menunjukkan bahwa kaidah fikih tidak
ditempatkan sekedar sebagai nilai etik atau justifikasi moral, melainkan
sebagai norma argumentatif yang berfungsi langsung dalam proses

penalaran hukum hakim.

Secara normatif, penggunaan kaidah #Lall Clx e piis il 5 )

oleh hakim memperoleh legitimasi kuat dari sistem hukum positif
Indonesia. Penggunaan kaidah tersebut selaras dengan kerangka hukum
khusus perkara dispensasi kawin, terutama Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan
Dispensasi Kawin. PERMA ini menempatkan prinsip perlindungan
anak dan pencegahan dampak negatif sebagai orientasi utama dalam

mengabulkan atau menolak permohonan.
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Ketika hakim menggunakan kaidah +Lall Cl> s adde il oo,

sesungguhnya hakim sedang mengoperasionalkan prinsip pencegahan
dampak buruk yang secara normatif telah dikehendaki oleh hukum
positif. Dengan demikian, kaidah fikih tersebut berfungsi sebagai
formulasi konseptual yang memperjelas tujuan normatif dari peraturan
perundang-undangan.

Dari perspektif kerangka teori, kondisi ini menunjukkan adanya
kesesuaian konsep maslahah dan mafsadah dalam fikih sebagai prinsip
perlindungan dan kemanfaatan dalam hukum positif. Dalam teori
magashid al-syari’ah, mafsadah dipahami sebagai segala bentuk
kerusakan yang mengancam keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan,
dan harta.’®* Sementara itu dalam praktik di peradilan agama, hakim
menerjemahkan mafsadah ke dalam bentuk resiko konkret, seperti
kerusakan psikologis anak, stigma sosial, ketidakpastian status hukum,

serta potensi konflik keluarga. Kesamaan orientasi inilah yang

memungkinkan kaidah +L_all Cl> e adis 4l ¢)> digunakan

secara normatif tanpa menimbulkan pertentangan dengan hukum
negara.
Penyebutan eksplisit kaidah dalam pertimbangan hukum juga

menunjukkan bahwa hakim tidak menggunakan wewenang secara

104 Agus Hermanto, Magashid Al-Syari’ah, 32
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bebas, melainkan membangun argumentasi hukum yang terstruktur dan
dapat dipertanggungjawabkan. Kaidah tersebut digunakan untuk
menimbang pertentangan antara dua kepentingan, yakni upaya
mencegah dampak negatif yang lebih besar dan potensi kemaslahatan
dari dikabulkannya dispensasi kawin. Dengan menempatkan
pencegahan mafsadah sebagai prioritas, hakim menunjukkan
kekonsistenan dengan teori fikih sekaligus dengan tujuan perlindungan
yang ditekankan dalam hukum positif.1%®

Dengan demikian, faktor yuridis normatif dalam penggunaan kaidah

tlall Cl> e pdie uulill ¢ )5 tidak hanya bersumber dari teks fikih,

tetapi juga terintegrasi secara sistematis dengan norma konstitusional.
Integrasi ini memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan
Agama Mojokerto berada dalam satu garis lurus antara kerangka teori
fikih dan kerangka hukum positif, sehingga penggunaan kaidah tersebut
dapat dipahami sebagai bentuk penegakan hukum yang mengutamakan
keadilan substantif dan perlindungan terhadap pihak yang rentan.
b. Asas legalitas dan kehati-hatian yuridis
Asas legalitas dan kehati-hatian yuridis merupakan faktor

fundamental yang mempengaruhi hakim Pengadilan Agama Mojokerto

dalam menggunakan kaidah L2l (> Js adie il ¢,> sebagai

105 Abdul Hag, dkk. Formulasi Nalar Figh, 237-238
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dasar pertimbangan hukum ketika mengabulkan permohonan
dispensasi kawin. Penyebutan kaidah ini secara eksplisit dalam
pertimbangan hukum menunjukkan bahwa hakim tidak bertindak di
luar koridor hukum positif, melainkan justru berupaya untuk
memastikan bahwa setiap putusan yang diambil itu memiliki dasar
hukum yang sah, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara
normatif.

Dalam perspektif asas legalitas, hakim terikat pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia perkawinan
dan mekanisme dipensasi kawin. Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan secara tegas menetapkan terkait batas usia
perkawinan, namun pada saat yang sama membuka ruang dispensasi
melalui pengadilan.

Ruang dispensasi ini secara normatif mengandung konsekuensi
bahwa hakim diberi kewenangan untuk menilai secara konkret apakah

penyimpangan dari batas usia tersebut masih dapat dibenarkan secara

hukum. Penggunaan kaidah +lL_all (> e pids 4wl > dalam

konteks ini tidak dapat dipahami sebagai pelanggaran atas asas
legalitas, melainkan sebagai instrumen penalaran hukum yang
bertujuan untuk mengisi ruang normatif yang secara sadar disediakan

oleh undang-undang.
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Asas kehati-hatian yuridis menjadi semakin relevan karena perkara
dispensasi kawin menyangkut kepentingan anak sebagai subjek utama
hukum yang rentan. Dalam kerangka Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan
Dispensasi Kawin, hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan
dampak psikologis, sosial, kesehatan, dan masa depan anak sebelum
mengabulkan permohonan.® Kehati-hatian yuridis dalam konteks ini
memiliki arti bahwa hakim tidak cukup hanya memeriksa terpenuhinya
syarat formal, tetapi harus melakukan penilaian mendalam terhadap

potensi resiko dan akibat hukum dari putusan yang telah diambil.

Dari sudut pandang kerangka teori, kaidah e adis J—wldll ¢)s

@ 2\l L > menegaskan bahwa pencegahan kerusakan harus

diprioritaskan dibandingkan dengan perolehan kemaslahatan. 7
Prinsip ini sejalan dengan pendekatan kehati-hatian yuridis yang dianut
dalam hukum positif, dimana hakim dituntut untuk mengantisipasi
akibat terburuk dari suatu putusan. Dalam praktiknya, hakim
Pengadilan Agama Mojokerto memaknai mafsadah bukan sekedar dari
pengertian abstrak fikih, tetapi sebagai potensi kerugian konkret, seperti
ketidakpastian status hukum anak, tekanan sosial, serta resiko

psikologis dan moral apabila perkawinan tidak segera dilegalkan.

106 pasal 12 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili
Permohonan Dispensasi Kawin
107 Abdul Hag, dkk. Formulasi Nalar Figh, 237-238
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Dengan demikian, faktor asas legalitas dan kehati-hatian yuridis

menunjukkan bahwa penyebutan kaidah <d> Je adie il ¢)s

tuai\ dalam pertimbangan hukum hakim bukanlah bentuk subjektivitas

atau wewenang yang berlebihan. Sebaliknya, hal tersebut merupakan
wujud dari kehati-hatian hakim dalam menafsirkan dan menerapkan
hukum positif dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan
perlindungan yang menjadi tujuan utama peradilan. Proses pembauran
antara asas legalitas, kehati-hatian yuridis, dan kerangka teori fikih ini
memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim berada dalam jalur
penegakan hukum yang sah, proposional, dan berorientasi pada
pencegahan mafsadah yang lebih besar.
Orientasi kehati-hatian dalam penggunaan Wewenang

Orientasi kehati-hatian dalam penggunaan wewenang merupakan

faktor penting yang mempengaruhi hakim Pengadilan Agama

Mojokerto dalam menerapkan kaidah & Lall Cdo Je pdie wldl )

pada perkara dispensasi kawin. Wewenang dalam konteks ini tidak
dipahami sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan sebagai
kewenangan terbatas yang digunakan secara sadar dan terukur untuk

menjawab situasi konkret yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh

norma tertulis. Penyebutan kaidah L2l (> e side dwlill o
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secara eksplisit dalam pertimbangan hukum menunjukkan bahwa
penggunaan wewenang tersebut diarahkan oleh prinsip kehati-hatian
dan pencegahan resiko hukum maupun sosial yang lebih besar.

Secara yuridis, ruang wewenang hakim dalam perkara dispensasi
kawin dibuka olen hukum positif melalui ketentuan mengenai
pengecualian batas usia perkawinan. Ketentuan ini secara implisit
menuntut hakim untuk melakukan penilaian kasus per kasus
berdasarkan kondisi faktual para pihak. Namun karena perkara ini
menyangkut kepentingan anak sebagai pihak yang rentan, wewenang
tersebut tidak dapat digunakan secara longgar. Orientasi kehati-hatian
menjadi kerangka berpikir utama supaya wewenang tidak berujung
pada legitimasi praktik perkawinan anak secara utuh, melainkan benar-
benar digunakan sebagai jalan keluar darurat untuk mencegah akibat

yang lebih merugikan.

Dalam kerangka teori fikih, kaidah Ll (o s auie duldll oo

berfungsi sebagai pengendali atas penggunaan wewenang. Kaidah ini
menegaskan bahwa ketika terdapat dua pilihan hukum yang sama-sama
mengandung konsekuensi, maka pilihan yang paling utama adalah yang
mampu mencegah kerusakan yang lebih besar.’%® Hakim Pengadilan
Agama Mojokerto menerjemahkan prinsip ini ke dalam pertimbangan

hukum dengan menilai potensi mafsadah konkret, seperti tekanan

108 \Wildan Jauhari, Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal, 6

85



sosial, dan dampak psikologis anak, dibandingkan dengan potensi
maslahah dikabulkannya permohonan dispensasi kawin. Orientasi
kehati-hatian dalam penggunaan wewenang juga memperlihatkan relasi
kuat antara hukum Islam dengan hukum positif dalam praktik peradilan
agama. Kaidah fikih tidak berdiri sendiri diluar sistem hukum negara,
melainkan berfungsi sebagai kerangka konseptual yang membantu

hakim untuk menilai dampak dan konsekuensi dari suatu putusan.

Dengan demikian, faktor orientasi kehati-hatian dalam penggunaan
diskresi menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Mojokerto
menggunakan kewenangannya secara terbatas, terarah, dan
bertanggung jawab. Diskresi tidak digunakan untuk menyangkal aturan
batas usia perkawinan, melainkan sebagai instrumen akhir untuk

mencegah mafsadat yang lebih besar dalam situasi konkret tertentu.

Integrasi antara diskresi hakim dan kerangka teori kaidah J—.Wl) ¢)s

éL_,al\ > Je adis inilah yang memperkuat legitimasi putusan

dispensasi kawin, baik secara yuridis maupun normatif.

Kondisi faktual anak dan lingkungan sosial
Kondisi faktual anak dan lingkungan sosial merupakan faktor

empiris yang sangat menentukan dalam pertimbangan hakim

Pengadilan Agama Mojokerto ketika menggunakan kaidah J—.lall ¢,s
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tl—all .l e auis dalam perkara dispensasi kawin. Penyebutan

kaidah ini secara eksplisit dalam pertimbangan hukum menunjukkan
bahwa hakim tidak hanya menilai perkara secara normatif, tetapi juga
menimbang realitas sosial dan psikologis yang dihadapi anak sebagai
subjek hukum. Kondisi faktual anak dan lingkungan sosial tidak
diposisikan sebagai pelengkap argumentasi, melainkan sebagai dasar
substantif dalam menentukan apakah suatu putusan dapat mencegah
mafsadat yang lebih besar atau tidak.

Dalam praktik pemeriksaan perkara dispensasi kawin, hakim
terlebih dahulu menggali kondisi aktual sang anak, baik dari aspek usia,
kematangan psikologis, kondisi kesehatan, maupun relasi sosial yang
melingkupinya. Faktor ini menjadi penting karena anak dalam posisi
rentan dan belum sepenuhnya mampu melindungi kepentingan diri
sendiri. Ketika kondisi faktual menunjukkan adanya tekanan sosial
yang kuat, hakim dihadapkan pada dilema antara mempertahankan
norma usia perkawinan dan mencegah kerusakan sosial serta psikologis

yang luas.

Dalam kerangka teori fikih, kaidah tL“‘U o e e auldll o)

mengajarkan bahwa hukum harus mempertimbangkan dampak nyata
dari suatu tindakan, bukan semata-mata ideal normatifnya. Mafsadah
dalam perspektif ini tidak hanya dipahami sebagai pelangaran norma,

tetapi sebagai segala bentuk kerusakan yang berpotensi mengancam
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kemaslahatan jiwa, akal, dan keturunan.'®® Hakim Pengadilan Agama
Mojokerto menerjemahkan konsep mafsadah ini ke dalam realitas
faktual anak dan lingkungan sosialnya, sehingga penilaian hukum tidak
terlepas dari konteks kehidupan yang konkret.

Kesesuaian antara kerangka teori dengan pertimbangan hukum
faktual hakim tampak pada cara hakim menimbang lingkungan sosial
sebagai sumber potensi mafsadat. Lingkungan sosial yang tidak
suportif, tekanan budaya, serta potensi pembatasan terhadap anak dapat
menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan. Dalam situasi
ini, pengabulan dispensasi kawin dipandang sebagai upaya untuk
meminimalisasi kerusakan sosial dan psikologis yang besar, meskipun
secara normatif bertentangan dengan batas usia perkawinan. Penilaian
ini menunjukkan bahwa hakim tidak menyangkal tujuan hukum,
melainkan mengutamakan perlindungan terhadap anak dalam kondisi
konkret yang dihadapinya.

Faktor kondisi faktual dan lingkungan sosial menunjukkan bahwa

penggunaan kaidah FL_all > Je sids L _wLlill )5 oleh hakim

Pengadilan Agama Mojokerto berangkat dari upaya membaca hukum
secara kontekstual. Putusan dispensasi kawin tidak didasarkan pada
pembenaran semata terhadap pelanggaran norma usia saja, tetapi pada

pertimbangan matang untuk mencegah kerusakan yang lebih besar

109 Agus Hermanto, Magashid Al-Syari’ah, 32
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terhadap anak dan linkungannya.''® Integrasi antara fakta sosial dan
kerangka teori fikih ini memperkuat legitimasi hakim, baik secara

yuridis maupun keadilan substantif.

e. Pemahaman hakim terhadap resiko mafsadah

Pemahaman hakim terhadap resiko mafsadah merupakan faktor

kunci yang mempengaruhi penggunaan kaidah s sdie il o)

¢l _l> dalam perkara dispensasi kawin. Penyebutan kaidah ini

secara eksplisit dalam pertimbangan hukum menunjukkan bahwa
hakim tidak mengidentifikasi keberadaan mafsadah, tetapi juga
melakukan penilaian atas tingkat, bentuk, dan potensi dampaknya.
Pemahaman ini berfungsi sebagai dasar penalaran hukum dalam
menentukan apakah pengabulan dispensasi kawin merupakan pilihan
yang paling minimal resionya dibandingkan alternatif hukum lainnya.

Dalam praktik peradilan, mafsadah tidak hanya berhenti pada
definisi normatif melainkan diterjemahkan oleh hakim ke dalam resiko
konkret yang timbul akibat suatu putusan. Pemahaman hakim terhadap
resiko ini terbentuk melalui pembacaan terhadap fakta persidangan,

keterangan para pihak, serta konteks sosial yang melingkupi anak.

110 Wildan Jauhari, Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal, 6
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Hakim Pengadilan Agama Mojokerto memandang bahwa resiko
mafsadah dalam perkara dispensasi kawin tidak bersifat tunggal,
melainkan berlapis. Mafsadah dapat muncul apabila permohonan
dikabulkan, seperti potensi ketidaksiapan anak secara psikologis dan
sosial. Namun di sisi lain, penolakan permohonan juga dapat
melahirkan mafsadah yang lebih besar, seperti stigma sosial, tekanan
psikologis, dan konflik keluarga. Dalam situasi pertentangan resiko
seperti inilah pemahaman hakim memainkan peran sentral dalam
menentukan mafsadah yang lebih dominan dan lebih mendesak untuk
dicegah.

Kesesuaian antara kerangka teori dan praktik penilaian hakim
tampak pada cara hakim memprioritaskan pencegahan mafsadah yang

bersifat nyata dan segera dibandingkan dengan mafsadah yang bersifat

potensial dan jangka panjang. Prinsip ini sejalan dengan kaidah «,>

Lall Cd e i wwlill yang menekankan pentingnya menghindari

kerusakan yang paling besar dan paling mungkin terjadi. Dengan

demikian, faktor pemahaman hakim terhadap resiko mafsadah

memperlihatkan bahwa penggunaan kaidah d> Je adis Jwldl ¢)s

L2l dalam perkara dispensasi kawin tidak bersifat simbolik.
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Sebaliknya, kaidah ini menjadi instrumen analitis yang mampu
meminimalkan kerusakan.
Praktik dan budaya putusan di lingkunga Peradilan Agama

Budaya institusional dalam lingkungan peradilan agama juga
menjadi faktor penting. Pola putusan yang berkembang di lingkungan
peradilan cenderung menggunakan bahas hukum positif dan asas-asas
umum peradilan, meskipun substansinya selaras dengan nilai-nilai
fikih. Hakim sebagai bagian dari institusi peradilan tidak dapat
sepenuhnya melepaskan diri dari pola dan kebiasaan tersebut. Budaya
ini secara tidak langsung membentuk prefensi hakim dalam

merumuskan dasar hukum putusan, sehingga penggunaan kaidah fikih

lebih sering muncul secara implisit daripada eksplisit.

Tabel 4.2

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hakim Dalam Menggunakan
Atau Tidak Menggunakan Kaidah ¢ Lal! Cler Js pdde dldll ¢y

No

Faktor

Kategori

Bentuk Konkret dalam Praktik

Yuridis-Normatif

Struktural

Rujukan eksplisit kaidah fikih dalam
putusan sebagai dasar argumentasi
hukum yang terintegrasi dengan
PERMA No. 5 Tahun 2019 dan
prinsip perlindungan anak.

Asas legalitas
kehati-hatian
yudisial

&

Institusional

Penggunaan kaidah fikih sebagai
instrumen penalaran hukum untuk
mengisi ruang dispensasi yang
dibuka undang-undang secara sah
dan terkontrol.
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Diskresi hakim

Profesionalitas

Diskresi hakim digunakan secara
terbatas untuk mencegah dampak
yang lebih  merugikan, bukan
sebagai pembenaran umum atas
perkawinan anak.

Kondisi faktual anak Empiris - Pertimbangan  berbasis  realitas

dan lingkungan Sosiologis sosial dan psikologis anak sebagai

sosial dasar penilaian risiko dan dampak
konkret dari putusan.

Persepsi hakim | Kognitif-Yudisial | Penilaian prioritas risiko kerusakan

terhadap mafsadat

berdasarkan fakta persidangan untuk
menentukan pilihan hukum yang
paling minim mudarat.

Praktik dan budaya
putusan di
lingkungan
peradilan agama

Institusional -
Kultural

Dominasi bahasa hukum positif
dalam putusan, dengan nilai fikih
lebih sering hadir secara implisit
dalam struktur argumentasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam

menggunakan atau tidak menggunakan kaidah s siis J—wlill o)

L2l _l> bersifat multidimensional, meliputi faktor normatif yuridis,

sosiologis, dan institusional. Faktor hukum positif dan asas kehati-

hatian yuridis menjadi faktor penghambat utama penggunaan kaidah

tloall > e puie _ulilh 4> secara eksplisit, sementara kondisi

faktual perkara dan orientasi perlindungan anak menjadi faktor

pendorong penerapan substansi kaidah.

Secara keseluruhan, rumusan masalah kedua ini menunjukkan

bahwa penggunaan atau tidak digunakannya kaidah adie A wlill ¢;s
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tlall (- e oleh hakim Pengadilan Agama Mojokerto dipengaruhi

oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Dalam praktiknya, hakim
cenderung tidak menampilkan kaidah tersebut secara eksplisit dalam
struktur putusan, bukan karena ketiadaan nilai yang dikandungnya,
tetapi karena adanya kebutuhan untuk menjaga legitimasi hukum,
kepastian normatif, dan kerangka argumentasi yang sesuai dengan
sistem hukum negara. Namun, pada saat yang sama, orientasi
pencegahan mudarat dan perlindungan anak tetap hadir sebagai logika
dasar dalam pola pertimbangan perkara, sehingga substansi nilai kaidah
tersebut bekerja secara implisit melalui bahasa hukum positif dan
kerangka perlindungan anak.

Dengan demikian, relasi antara kaidah fikih dan putusan hakim
lebih tepat dipahami sebagai proses perjumpaan dan penyesuaian nilai,
di mana prinsip-prinsip fikih tidak tampil sebagai sumber normatif
formal, tetapi hidup sebagai logika etis yang menyatu dalam cara hakim
membaca risiko, dampak, dan keadilan substantif dalam konteks sosial

yang konkret.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarakan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa,

1. Implementasi kaidah dar’ul mafasid mugaddamun ‘ala jalbil mashalih
dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto, Hasil penelitian
menunjukkan bahwa para hakim Pengadilan Agama Mojokerto
mengimplementasikan kaidah dar’ul mafasid mugaddamun ‘ala jalbil
mashalih sebagai prinsip substantif dalam memutus perkara dispensasi
kawin. Kaidah ini tidak digunakan secara tekstual-normatif semata, tetapi
diposisikan sebagai kerangka etis-yuridis untuk membaca realitas sosial
para pihak. Hakim cenderung memprioritaskan pencegahan mudarat yang
dianggap lebih besar seperti stigma sosial, kehamilan di luar nikah, konflik
keluarga, dan tekanan psikologis, dibandingkan potensi maslahat jangka
pendek dari penegakan batas usia perkawinan secara kaku. Dengan
demikian, implementasi kaidah tersebut berfungsi sebagai instrumen
justifikasi moral dan hukum atas putusan dispensasi kawin, meskipun pada
praktiknya lebih banyak berorientasi pada pencegahan risiko langsung
(jangka pendek) daripada analisis mafsadah jangka panjang seperti
keberlanjutan rumah tangga, kematangan psikologis anak, dan dampak
sosial struktural dari normalisasi dispensasi kawin.

2. Faktor-faktor yang memengaruhi hakim dalam menggunakan atau tidak
menggunakan kaidah tersebut, Penggunaan Kkaidah dar'ul mafasid

muqaddamun ‘ala jalbil mashalih dalam pertimbangan hakim dipengaruhi
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oleh beberapa faktor utama, yaitu: Faktor kondisi faktual perkara, seperti
kehamilan di luar nikah, relasi emosional yang sudah kuat, tekanan sosial-
budaya, dan situasi keluarga para pihak. Faktor yuridis-normatif, berupa
ketentuan perundang-undangan (UU Perkawinan, PERMA Dispensasi
Kawin, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak) yang membuka ruang
diskresi hakim. Faktor sosiologis dan kemanusiaan, yakni pertimbangan
perlindungan terhadap anak dan keluarga dari dampak sosial yang lebih
luas. Faktor subjektivitas profesional hakim, berupa cara pandang,
pengalaman, dan paradigma berpikir hakim dalam menilai mana mafsadah
yang dianggap lebih dominan.

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa penggunaan kaidah tersebut tidak

bersifat mekanis atau seragam, melainkan sangat kontekstual, situasional, dan

bergantung pada konstruksi penilaian hakim terhadap risiko dan maslahat

dalam setiap perkara.

B. Saran

1.

Bagi Pengadilan Agama dan para hakim

Perlu adanya penguatan standar pertimbangan hukum yang lebih terstruktur
dalam perkara dispensasi kawin, khususnya dalam penggunaan kaidah
dar’ul mafasid mugaddamun ‘ala jalbil mashalih. Kaidah ini sebaiknya
tidak hanya digunakan sebagai legitimasi normatif, tetapi diikuti dengan
analisis yang lebih mendalam tentang dampak jangka panjang (long-term
impact) bagi anak, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian,

pencegahan mafsadah tidak berhenti pada risiko sosial sesaat, tetapi juga
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mencakup risiko struktural seperti siklus perkawinan anak, ketergantungan
ekonomi, dan kerentanan perceraian.

Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan

Diperlukan kebijakan turunan yang lebih operasional dalam mengatur
mekanisme dispensasi kawin, agar tidak bergeser dari fungsi pengecualian
menjadi praktik yang dinormalisasi. Regulasi teknis yang lebih detail dapat
membantu hakim dalam melakukan penilaian objektif terhadap tingkat
kedaruratan suatu perkara, sehingga dispensasi benar-benar menjadi
instrumen darurat, bukan solusi rutin.

Bagi masyarakat

Masyarakat perlu diberikan edukasi hukum dan sosial mengenai makna
dispensasi kawin dan risiko perkawinan usia anak. Dispensasi kawin tidak
seharusnya dipahami sebagai “jalan pintas legal”, melainkan sebagai
mekanisme perlindungan yang bersifat terbatas dan kondisional.
Pemahaman ini penting agar tidak terbentuk budaya permisif terhadap
praktik perkawinan anak.

Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini masih berfokus pada perspektif hakim dan institusi peradilan.
Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji dampak putusan dispensasi
kawin dari perspektif anak dan keluarga pasca putusan, sehingga dapat
memberikan gambaran empiris tentang apakah pertimbangan “mencegah
mafsadah” benar-benar efektif dalam jangka panjang atau justru melahirkan

mafsadah baru dalam bentuk yang berbeda.
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220200190028, Progrem sasdl e Ketarpe itare. Fotutas Dyarf ah Uriverstas
Iam Neged Madera Malt Beaten Malarg Wovetnd detam (egha pelatsanaen
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

-

’t_(‘ .

¥

Jenis Kelamin
Program Studi
NIM
TTL

Alamat

No. HP

Email

Riwayat Pendidikan

Nama Lengkap : Muhammad Daffa Nurramadhan

Munir

- Laki-Laki

: Hukum Keluarga Islam

: 220201110026

: Mojokerto, 04 November 2003

: Dsn. Lebak Rt.01/Rw.03 Lebaksono

Kec. Pungging, Kab. Mojokerto

: 085866545821

: 220201110026 @student.uin-malang.ac.id

NO | Nama Instansi Tahun

1 TK Aisyiah Bustanul Atfal 2008-2010
2 MI Al-Hikmah 2010-2016
3 SMP eLKISI 2016-2019
4 SMA eLKISI 2019-2022
5 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2022-2026
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